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Kru Redaksi ketika menyelesaikan majalah Warta Pengawasan di Pusdiklat Ciawi

Pernyataan di atas secara tidak langsung 
merupakan sebuah tips yang diberikan oleh 
salah satu legenda basket di negeri Paman Sam 
tersebut. Kesuksesannya dalam berkarir di 

dunia basket, lima kali membawa tim Los Angeles Lakers 
menggapai gelar juara NBA, dua kali terpilih sebagai 
Pemain Terbaik pada Babak Final NBA, dan puluhan 
gelar lainnya, menggambarkan bahwa tetap menjaga fokus 
merupakan kunci dari semua kesuksesan tersebut. Senada 
dengan hal itu, Mendiang Steve Jobs juga menyatakan 
bahwa ‘mantra’ yang selalu menjadi landasannya dalam 
mencapai tujuan adalah fokus dan kesederhanaan. Jobs 
bahkan berseloroh bahwa dengan tetap fokus bahkan kita 
akan mampu memindahkan gunung.

Fokus memang memiliki kekuatan yang sangat besar 
dalam membantu seseorang mencapai tujuannya. Bahkan 
tidak hanya secara individual, organisasi pun untuk 
mencapai tujuannya memerlukan fokus yang jelas. Hal 
ini juga tergambar dalam Majalah Warta Pengawasan edisi 
kali ini. Pada edisi ini, kami ingin berbagi cerita tentang 

bagaimana langkah cepat yang dilakukan oleh Kepala 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Ardan Adiperdana dalam mengambil langkah untuk 
menjawab arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat 
pada tanggal 24 Agustus 2015 di Istana Bogor dengan 
memfokuskan pengawasan BPKP kepada 4 hal, yakni: 
pengawalan prioritas pembangunan, peningkatan ruang 
fiskal, pengamanan aset negara, dan penyempurnaan 
sistem kepemerintahan.

Penjabaran lebih lanjut atas empat fokus pengawasan 
tersebut yang telah disusun oleh masing-masing 
kedeputian di BPKP juga tak lupa kami sajikan 
pada edisi kali ini. Dalam edisi ini juga kami ingin 
memperkenalkan Pemimpin Redaksi WP yang baru Tri 
Endang menggantikan Yan Eka Milleza. Namun, kami 
yakinkan bahwa pergantian ini tidak akan mengurangi 
semangat kami berbagi informasi kepada pembaca setia.

“The ability to focus attention on important things is a 
defining characteristic of intelligence” – Robert J. Shiller

Salam Redaksi

Fokus Mencapai Tujuan
“I focus on one thing and one thing only - that’s trying to win as many championships as I 

can.” – Kobe Bryant



Yth. Redaksi
Semangat pagi,
Saya seorang mahasiswa, Majalah Warta Pengawasan 

sangat bermanfaat bagi saya. Artikel-artikel yang 
ada di dalam majalah Warta Pengawasan sering saya 
jadikan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas 
kuliah. Selain itu, melalui majalah ini saya juga bisa 
mengetahui isu terkini tentang pengawasan. Kalau boleh 
saya usul, bagaimana jika artikel mengenai manajemen 
risiko ditambah lagi, terkait dengan maraknya bahasan 
mengenai risk based audit

terima kasih

Hendi
Mahasiswa DIV STAN

Jawaban
Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Hendi terhadap 
Majalah Warta Pengawasan. Terkait rubrik Manajemen 
Risiko akan kami upayakan selalu hadir pada setiap 
edisinya.  

Redaksi

Yth. Redaksi
Majalah Warta Pengawasan merupakan salah satu 

media yang bagus dalam pengawasan pembangunan 

nasional. Namun akan lebih baik lagi apabila dalam 
majalah ini juga disajikan lebih banyak berita mengenai 
pembangunan daerah. Usul juga disajikan mengenai 
dinamika Pemilukada Serentak yang akan dilangsungkan 
beberapa bulan lagi. Terima kasih.

Johanes, Pemda Maluku

Jawaban
Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak 

terhadap Majalah Warta Pengawasan. Masukan dari 
Bapak akan kami pertimbangkan dan kami upayakan 
proporsi informasi terkait pembangunan di daerah dapat 
disajikan secara memadai dalam setiap edisinya.

Redaksi
Yth. Redaksi
Terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan, 

terlebih lagi rubrik tanya jawab JFA yang memberikan 
banyak informasi yang berguna bagi pengembangan 
jenjang karir auditor. Tingkatkan terus kinerja Majalah 
Warta Pengasawasn.

Andi, Inspektorat Sultra.
Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak 
terhadap Majalah Warta Pengawasan.

Redaksi
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surat pembaca

Packing majalah Warta Pengawasan yang akan didistribusikan
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round up

Kesungguhan presiden Jokowi untuk 
memberantas penyalahgunaan keuangan 
negara disatu sisi dan disisi lain melindungi 
aparat jujur dari kriminalisasi korupsi 

menjadi fenomena baru di tanah air.   Kedua sisi yang 
sama penting itu akhirnya akan bermuara kepada sejauh 
mana  kekuatan “pengawasan” akan menjadi kunci 
kebenaran.

Tidak sedikit aparatur pemerintahan di pusat dan 
daerah tergelincir oleh perangkap korupsi tetapi masih 
terlalu banyak aparatur yang jujur dan bersih yang layak 
untuk dilindungi.

Setelah membabi butanya penegakan hukum terhadap 
aparat yang kotor, secara psikologis turut mempengaruhi 
“niat baik” aparat jujur untuk mendedikasikan dirinya 
untuk kemajuan pembangunan disekitarnya.   Lihat saja 
data penyerapan anggaran diseluruh lapisan yang begitu 
kecil , merupakan buah dari rasa “was-was” aparat jujur 
untuk memilih lebih baik tidak berbuat sesuatu dibanding 
berbuat sesuatu tetapi akan terkena kriminalisasi korupsi.

Suasana dilematis yang muncul belakangan itu, 
nampaknya memposisikan “pengawasan” menjadi sebuah 
kunci untuk membedakan warna abu-abu tentang dilema 
tersebut, khususnya menyangkut sebuah tindak kebijakan 
(non koruptif)  bagi aparatur pemerintah yang patut untuk 
dilindungi dari cengkeraman kriminalisasi korupsi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa masih ada aparat 
penegak hukum yang mencari cari kesalahan aparat 
lain dengan dalih menegakkan hukum. Dalih ini sering 
tersembunyi sebuah kepentingan tertentu dan akan 
dibuktikan di pengadilan terbuka.  Namun demikian, 
prosesi peradilan yang akan menentukan seseorang 
bersalah atau tidak melakukan tindak kejahatan korupsi 
merupakan sesuatu yang lumrah, tetapi  bagaimana 
bagi mereka yang memang jujur dan kemudian tidak 
melakukan kejahatan namun mereka “dihancurkan” 
selama prosesi pengadilan.

Mudahnya Aparat Penegak Hukum (APH) 

menangkap pejabat penyelenggara negara terkait 
kebijakan keuangan atau pun kesalahan administrasi 
menyebabkan kegamangan bagi pejabat penyelenggara 
negara dalam menjalankan tugasnya mengeksekusi 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini 
berdampak pada terhambatnya penyerapan anggaran 
APBN/APBD, sehingga mengakibatkan terhambatnya 
pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran modal yang 
pada akhirnya akan menghambat kemajuan perekonomian 
baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo 
memberikan arahan agar kesalahan administrasi keuangan 
tidak langsung ditangani oleh APH. Kesalahan ini harus 
ditangani terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) atau pun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) untuk dilakukan upaya perbaikan. Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
memberi waktu kepada BPK/APIP selama enam puluh   
hari untuk menyelesaikannya. Apabila melewati waktu 
tersebut belum terselesaikan dan terdapat indikasi tindak 
pidana korupsi maka barulah APH dapat menanganinya.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana 
mengambil langkah untuk menjawab arahan Presiden 
Joko Widodo tersebut dengan memfokuskan pengawasan 
BPKP kepada empat hal, yakni: pengawalan prioritas 
pembangunan, peningkatan ruang fiskal, pengamanan 
aset negara, dan penyempurnaan sistem kepemerintahan. 
Ini diimplementasikan dalam Rapat Kerja BPKP dengan 
melakukan refocusing atas program dan kegiatan BPKP 
ke depan.

Semoga langkah yang dilakukan di atas dapat 
mempercepat penyerapan anggaran APBN maupun 
APBD, dengan demikian pengeluaran modal dapat 
meningkat dan mempercepat laju stabilitas ekonomi 
nasional, serta masyarakat adil dan makmur akan segera 
tercapain   

(Harry Jumpono K)

Memfokuskan Pengawasan
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Pemerintah sudah beru
paya untuk meraih 
tujuan tersebut, mulai 
dari perencanaan pemba

ngunan jangka panjang, menengah, 
maupun perencanaan tahunan untuk 

merealisasikan cita cita luhur pendiri 
bangsa ini. Upaya pemerintah juga 
dilaksanakan melalui penetapan 
RPJMN 2015-2019 untuk menjamin 
pencapaian visi dan misi Presiden. 

Pengawasan atas program 

pembangunan juga dilakukan oleh 
Pemerintah melalui pelembagaan 
struktur Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP) baik BPKP, 
Inspektorat Jenderal/Inspektorat 
pada K/L maupun Inspektorat 
pada Pemerintah Daerah, berbagai 
peraturan dan kebijakan, yang 
bertujuan untuk memastikan 
terciptanya sebuah pengawasan 
yang handal guna mengawal dan 
menjamin bahwa keseluruhan 
program pembangunan telah 
dilaksanakan secara akuntabel dan 
transparan. 

Namun disadari bersama, bahwa 
masih terdapat gap antara tujuan 
program pembangunan dengan hasil 

oleh: Setya Nugraha*

Jika kita memikirkan tujuan mulia bangsa ini sebagaimana 
digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pasti muncul 

pertanyaan, “Apakah tujuan mulia tersebut sudah tercapai?” 
Sebut saja salah satu tujuan mulia yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa, “Apakah pemerintah telah berhasil 

mencerdaskan kehidupan bangsa?” Bagaimana program-
program seperti Indonesia Pintar, penyediaan pendidikan 

tinggi, apakah sudah berjalan efektif? Bagaimana juga dengan 
tujuan memajukan kesejahteraan umum? Apakah program 

penyediaan layanan kesehatan, program peningkatan 
kesejahteraan masyarakat telah berjalan secara optimal?
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output maupun outcome program 
pembangunan yang contohnya antara 
lain adalah masih maraknya kasus 
Tindak Pidana Korupsi, beberapa 
program pembangunan yang masih 
belum menghasilkan outcome positif. 
Tulisan berikut menyoroti  peran 
APIP sebagai “mata dan telinga” 
pimpinan K/L/P, yang memiliki 
andil terhadap keberhasilan dan 
akuntabilitas program pembangunan 
secara keseluruhan.

APIP sebagai The Third Line of 
Defense.

Berdasarkan  IIA Position 
Paper yang berjudul  “The Three 
Lines of Defense in Effective Risk 

Management and Control, ibarat 
sebuah benteng pertahanan untuk 
menjaga efektivitas penerapan 
manajemen risiko dalam menjalan
kan akuntabilitas program pemba
ngunan, maka terdapat tiga lapis 
benteng pertahanan dalam penerapan 
manajemen risiko yakni The First 
Line of Defense: Operational 
Management, The Second Line of 
Defense: Risk Management and 
Compliance Functions, serta  The 
Third Line of Defense: Internal 
Audit. Setiap lapis benteng 
pertahanan memiliki peran dan 
fungsi masing-masing, namun perlu 
digarisbawahi bahwa APIP sebagai 
internal auditor adalah satu-satunya 

fungsi pemberi jasa assurance yang 
komprehensif yang memiliki level 
independensi tertinggi dibanding dua 
lapis pertama. APIP sebagai pemeran 
fungsi Internal audit memberikan 
assurance terhadap efektivitas 
governance, risk management, serta 
internal controls.

Terkait garis/benteng pertahanan 
pertama, APIP harus membantu 
manajemen K/L/P dalam menja
lankan fungsi manajemen sebagai 
pemilik dan pengelola risiko. Peran 
APIP antara lain memberikan 
konsultansi dan bimbingan teknis 
sehingga manajemen dapat melaku
kan identifikasi risiko terkait pro­
gram-program pembangunan 
sekaligus langkah-langkah mitigasi 
risikonya. APIP juga harus dapat 
membantu manajemen dalam 
mengefektifkan fungsi Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) dalam setiap tahapan business 
process pelaksanaan program pem
bangunan. Sebagai contoh adalah 
Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang diemban oleh 
Kementerian Kesehatan, APIP harus 
memastikan bahwa manajemen 
mampu melakukan analisis risiko 
pada setiap business process 
program JKN tersebut antara lain 
mitigasi risiko kesalahan database 

APIP harus membantu manajemen K/L/P dalam menjalankan fungsi 
manajemen sebagai pemilik dan pengelola risiko. Peran APIP antara lain 

memberikan konsultansi dan bimbingan teknis sehingga manajemen 
dapat melakukan identifikasi risiko terkait program-program 
pembangunan sekaligus langkah-langkah mitigasi risikonya
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melalui program updating database 
secara intensif.

Terkait garis/benteng 
pertahanan kedua, peran 
APIP adalah membantu 
m a n a j e m e n  d a l a m 
m e n j a l a n k a n  f u n g s i 
sebagai pengawas risiko. 
Manajemen, dalam second 
line of defense ini memastikan 
bahwa manajemen risiko telah 
dilaksanakan secara efektif 
oleh operational management. 
Peran APIP tentu saja memberikan 
dukungan konkr i t  kepada 
manajemen untuk menjalankan 
fungsi ini antara lain berupa laporan 
perkembangan penerapan berbagai 
mitigasi risiko yang kurang efektif 
dan berbagai isu penting lain dalam 
penerapan manajemen risiko 
program pembangunan. Sebagai 
contoh peran APIP dalam program 
peningkatan PNBP Biaya Hak 
Penggunaan (BHP) frekuensi radio 
pada Kementerian Komunikasi dan 
Informatika adalah mendampingi 
manajemen Kemenkominfo 
memastikan bahwa program mitigasi 
risiko terkait peningkatan PNBP 
BHP frekuensi radio berjalan efektif 
antara lain memberikan masukan 
kendala di lapangan baik aspek 
peraturan, sistem informasi, sarana 
dan prasarana pendukung BHP 
frekuensi radio, dan sebagainya. 

Khusus peran APIP sebagai 
garis/benteng pertahanan ketiga, 
maka sesuai IIA Position Paper, 
APIP harus dapat menjalankan 
peran sebagai penyedia independent 

assurance, yang cakupannya jauh 
lebih luas. APIP bertanggungjawab 
terhadap keseluruhan akuntabilitas 
program pembangunan pada 
masing-masing K/L/P yang meliputi 
efektivitas dan efisiensi operasional 
program pembangunan, pengamanan 
aset, keandalan dan integritas proses 
pelaporan serta ketaatan terhadap 
hukum, peraturan, kebijakan dan 
prosedur termasuk kontrak-kontrak.

Selain itu, APIP juga harus 
menjadi benteng pertahanan ketiga 
untuk mengefektifkan penerapan 
seluruh unsur SPIP (lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, 
kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta monitoring). Peran 
APIP tidak lagi hanya menunggu 
adanya kesalahan oleh manajemen, 
namun APIP harus “jemput bola” 
atau proaktif untuk mengantisipasi 
kesalahan yang dilakukan oleh 
manajemen K/L/P. Sebagai contoh, 

dalam berbagai proyek pengadaan 
barang dan jasa K/L/P yang 

seringkali nilainya mencapai 
ratusan juta hingga miliaran 
rupiah, APIP harus menjadi 
mitra manajemen memberikan 
kepastian hukum bahwa seluruh 

tindakan manajemen berlandaskan 
pada hukum dan aturan. Peran 

APIP dalam hal ini sangat penting, 
sehingga akuntabilitas program 
pembangunan berjalan sesuai 
hukum dan aturan dan dengan 
demikian manajemen K/L/P tidak 
akan menjadi “bulan-bulanan” 
Aparat Penegak Hukum.

Persenjataan APIP
Peran APIP yang begitu mulia 

tidak akan berjalan efektif manakala 
APIP tidak memiliki “persenjataan” 
yang diperlukan dalam menjalankan 
peran sebagai pengawal akuntabilitas 
program pembangunan. 

Pertama, Pimpinan K/L/P harus 
berkomitmen untuk meningkatkan 
kapabilitas APIP nya melalui 
program yang sudah diakui oleh 
Insitute of Internal Auditors (IIA) 
yaitu  The Internal Audit Capability 
Model (IA-CM), yang merupa
kan sebuah framework untuk me
ngidentifikasikan hal-hal mendasar 
yang diperlukan bagi APIP yang 
efektif. Data terakhir, hanya sekitar 
15% APIP yang berada pada level 
2 dan 3. Selebihnya, sekitar 85% 
APIP masih berada pada level 1. 
Padahal RPJMN 2015-2019 telah 
menetapkan target seluruh APIP 
harus berada pada Level-3 pada 
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tahun 2019.
Kedua, selain IA-CM, persen

jataan APIP yang harus dimiliki 
agar mampu berperan sebagai 
pengawal dalam akuntabilitas 
program pembangunan adalah 
peningkatan kompetensi APIP 
secara terus menerus melalui PPM 
(Program Pengembangan Mandiri), 
e-learning, pendidikan dan pelatihan 
substansi teknis antara lain tentang 
risk management, risk based audit, 
compliance auditing, performance 
audit/value for money audit, dan 
sebagainya. Dengan berdasar pada 
profesionalisme dan integritas, 
APIP harus terus mengasah 
kemampuannya guna memberikan 
values sekaligus menjadi penga
wal akuntabilitas program pem
bangunan. Dalam konteks ini, 
inovasi harus selalu dilakukan oleh 
APIP antara lain berupa penyediaan 
jasa e-consulting terutama khusus 
untuk APIP yang memiliki unit 
kerja tersebar di seluruh Indonesia, 
monitoring tindak lanjut temuan 
hasil audit berbasis teknologi infor
masi, penilaian tim APIP yang 
sedang bertugas untuk mendapatkan 

feedback/perbaikan dan sebagainya.
Terakhir, sesuai UU Nomor 30 

tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan pasal 20, APIP harus 
mampu melaksanakan peran dalam 
pemeriksaan internal jika ada dugaan 
penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan oleh aparat birokrasi 
pemerintah. Sebelum terdapat 
indikasi pelanggaran pidana yang 
menimbulkan kerugian negara, APIP 
melakukan pemeriksaan terlebih 
dahulu. Tentu saja hal ini menuntut 
kecermatan dan profesionalisme 
APIP yang prima dalam menjalankan 
tugas berat ini.

Penutup
Pembangunan adalah tangga 

kesuksesan Pemerintah melak
sanakan amanah cita cita pendiri 
bangsa untuk mensejahterakan 
negeri ini. Sebagus apapun pro
gram pembangunan namun jika 
dilaksanakan tidak akuntabel dan 
transparan, berarti tujuan mensejah
terakan dan memakmurkan rakyat 
Indonesia tidak dapat terlaksana.

Tanggung jawab Pemerintah 
untuk memastikan kelancaran pelak

sanaan program pembangunan yang 
akuntabel dan transparan tidak lah 
ringan, sehingga perlu didukung satu 
unit mandiri yang kita kenal sebagai 
APIP. APIP selanjutnya bertang
gung jawab mengawal akuntabilitas 
program pembangunan nasional. 

APIP yang handal yang mampu 
memerankan sebagai pengawal 
akuntabilitas program pembangunan 
memerlukan “persenjataan” lengkap 
yaitu profesionalisme dan integritas, 
kemampuan personil atau kapabilitas 
APIP sebagai pengawas intern 
pemerintah,berbagai infrastruktur 
yang diperlukan berupa antara lain 
peraturan dan kebijakan, mekanisme 
business process (SOP) serta fasilitas 
dukungan komitmen dari pimpinan 
instansi pemerintah.

APIP harus selalu mengasah skill 
dan kemampuan setiap saat dengan 
prinsip continuous improvement, 
jika tidak mau dianggap sebagai 
“pajangan” belaka karena tidak 
memberikan values dalam penga
walan akuntabilitas program 
pembangunan.

*)Penulis adalah pegawai tugas belajar 
BPKP pada UGM

APIP yang handal yang mampu memerankan sebagai pengawal 
akuntabilitas program pembangunan memerlukan “persenjataan” 

lengkap yaitu profesionalisme dan integritas, kemampuan personil 
atau kapabilitas APIP sebagai pengawas intern pemerintah,berbagai 

infrastruktur yang diperlukan berupa antara lain peraturan dan 
kebijakan, mekanisme business process (SOP) serta fasilitas dukungan 

komitmen dari pimpinan instansi pemerintah.
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Presiden dalam salah satu 
arahannya memberikan 
kewenangan kepada 
BPK dan BPKP agar 

proaktif melaksanakan perbaikan 
dalam waktu enam puluh hari, 
apabila menemukan adanya indikasi 
kesalahan administrasi keuangan 
negara. Dalam masa perbaikan enam 
puluh hari tersebut, aparat kepolisian, 
kejaksaan, dan dan aparat penegak 
hukum lainnya tidak diperbolehkan 
melakukan intervensi atas proses 
perbaikan yang dilaksanakan oleh 
BPK atau BPKP.

Arahan tersebut disampaikan 
presiden dalam rangka mengatasi 
kekhawatiran para kepala daerah 
dalam mengambil kebijakan, 
melaksanaan program dan kegiatan 
daerah yang berimbas pada ren
dahnya penyerapan anggaran, yang 
berdampak pada rendahnya pertum
buhan ekonomi nasional.

Sebagai tindak lanjut atas arahan 
Presiden tersebut, BPKP menyeleng
garakan Workshop bertema “Aspek 
Hukum Administrasi Pemerintahan, 
Aspek Hukum Perdata, Pidana atau 
Pidana Korupsi dan Penerapannya 

Dalam Proses Audit pada Penegakkan 
Hukum di Indonesia” sebagai bagian 
dari penyelenggaraan Rapat Kerja 
BPKP Tahun 2015 yang bertempat di 
Aula Gandhi Gedung Kantor BPKP 
Pusat Lt.2 Jl. Pramuka no.33 Jakarta 
(9-11/9).

“Penting bagi BPKP untuk 
kembali me-refresh pemahaman 
terkait Undang-undang Administrasi 
Pemerintahan, tindakan administrasi, 
permasalahan perdata, dan perma
salahan pidana dalam pelaksanaan 
tugas BPKP” jelas Kepala 
BPKP Ardan Adiperdana dalam 
sambutannya.

Anggota Bidang Studi Hu
kum Pidana Fakultas Hukum Uni
versitas Indonesia Gandjar Lak
smana Bonaprapta dalam paparannya 
bertajuk “Aspek Hukum Administrasi 
Pemerintahan, Hukum Perdata, dan 
Hukum Pidana dalam Pelaksanaan 

Presiden RI Joko Widodo dalam rapat pada tanggal 24 Agustus 
2015 di Istana Bogor di depan seluruh Gubernur, Kapolda dan 
Kepala Kejaksaan Tinggi menyampaikan beberapa arahan, 
diantaranya adalah permasalahan terkait kebijakan tidak 
boleh dipidanakan apabila kebijakan tersebut di dalamnya 
tidak didasari niat jahat. Kemudian, permasalahan perdata 
tidak boleh ‘diseret-seret’ ke permasalahan pidana.
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Audit BPKP” yang disampaikan 
pada acara workshop tersebut 
menjelaskan terkait hal-hal yang 
harus dipahami oleh auditor dalam 
rangka pelaksanaan penugasannya 
terutama terkait pentingnya pema
haman auditor tentang aspek hukum 
administrasi pemerintahan, aspek 
hukum perdata, dan aspek hukum 
pidana.

Pengamat hukum tersebut men
jelaskan bahwa norma dalam hukum 
administrasi adalah pengaturan 
atau norma yang bersifat mengatur 
dan terbatas, maksudnya apa yang 
diatur di dalamnya maka itulah yang 
dibolehkan. Hal-hal yang tidak diatur 
bukanlah hal yang diper
bolehkan. Oleh karena 
itu, hukum administrasi 
bersifat prosedural. “Pro
sedur menjadi syarat utama 
keabsahan hal-hal yang 
bersifat administratif” 
ujarnya.

Gandjar juga menekan
kan bahwa sekali tidak sah 
syarat administratif, maka 
pintu ranah hukum lain 
terbuka, risiko perdata, 
risiko pidana, dan risiko 
lain terbuka. 

Hukum Perdata me
ngatur hubungan antar 

personal, norma bersifat pengaturan 
yang hanya mengikat pihak tertentu 
secara terbatas, atau mengikat para 
pihak yang membuatnya. Sifat 
Hukum Perdata didominasi oleh Asas 
Konsensualisme dan Asas Kebebasan 
Berkontrak. “Sepanjang konsensus, 
ya sudah, berarti sah secara keper
dataannya” terangnya. Gandjar 
juga memberi catatan, keperdataan 
tersebut tidak boleh menabrak 
undang-undang, norma kesopanan, 
dan norma kesusilaan. 

Di sisi lain, norma dalam Hukum 
Pidana bersifat memaksa, yaitu 
melarang atau mewajibkan suatu 

norma dalam hukum administrasi adalah pengaturan atau norma yang 
bersifat mengatur dan terbatas, maksudnya apa yang diatur di dalamnya 

maka itulah yang dibolehkan. Hal-hal yang tidak diatur bukanlah hal 
yang diperbolehkan. Oleh karena itu, hukum administrasi bersifat 

prosedural.

perbuatan tertentu. “Selama tidak ada 
larangan/kewajiban, berlaku norma 
kebolehan” tegas Ganjar. Penafsiran-
penafsiran Undang-Undang secara 
otentik, gramatikal, sistematis, 
historis, sosiologis, ekstensif, dan 
sebagainya harus dipahami oleh 
auditor.

“Dalam pelaksanaan audit, 
seorang auditor harus memahami 
undang-undang sebagai langkah pre
vensi menghindari risiko hukum” jelas 
Gandjar menutup pemaparannyan

(Betrika O./Harry J K)

Anggota Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Gandjar Laksmana Bonaprapta, menerima cinderamata dari Kepala BPKP 
- Ardan Adiperdana
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Ini dikemukakan Presiden 
RI dalam rapat penyerapan 
anggaran di Istana Bogor (24/8) 
di depan seluruh Gubernur, 

Kapolda dan Kepala Kejaksaan 
Tinggi menyampaikan 5 arahan 
kepada para Kepala Daerah. 

Arahan tersebut disampaikan 
presiden mengatasi kekhawatiran 
para kepala daerah dalam mengambil 
kebijakan, melaksanaan program dan 
kegiatan daerah yang berimbas pada 
rendahnya penyerapan anggaran, 
yang berdampak pada rendahnya 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Arahan Presiden tersebut hendaknya 
dimaknai sebagai suatu perintah bagi 
BPKP dan Kementerian/Lembaga 
lainnya untuk segera melakukan 
penajaman kembali strategi penga

walan program-program prioritas 
nasional yang menjadi domain 
masing-masing instansi.

Terkait dengan hal tersebut, 
BPKP menindak lanjuti dengan 
menyelenggarakan Rapat Kerja 
Tahun 2015 di Aula Gandhi Kantor 
BPKP Pusat Lt.2 Jl. Pramuka no.33 
Jakarta selama 3 hari (9-11/9) me
ngambil tema “Memantapkan Peran 
BPKP dalam Mengawal Akun
tabilitas Program-Program Pem
bangunan: Tindak Lanjut Arahan 
Presiden”. Raker dibuka oleh 
Kepala  BPKP Ardan Adiperdana, 
dan dihadiri oleh para deputi , 
kepala pusat, inspektur, para kepala 
biro, dan kepala perwakilan seluruh 
Indonesia. Rapat Kerja BPKP kali 
ini dilatarbelakangi adanya arahan 

Presiden sehubungan dengan ren
dahnya penyerapan anggaran pada 
Kementerian, Lembaga, dan Peme
rintah Daerah, serta arahan Kepala 
BPKP tentang permasalahan penga
wasan BPKP. 

Raker ini diselenggarakan untuk 
memantapkan peran BPKP mengawal 
pelaksanaan program-program 
pemerintah tahun 2015 – 2019. 
Hasil dari raker ini adalah berbagai 
rumusan dan desain tentang: pertama, 
implementasi sinergitas BPKP, APIP 
lainnya, dan APH; kedua, refocusing 
kegiatan semester II 2015; ketiga, 
strategi dan desain pengawasan tahun 
2016 sesuai dengan penjabaran empat 
fokus pengawasan; keempat, strategi 
sinergitas BPKP dengan Kementerian/
Lembaga dalam mengawal program 
prioritas  presiden; dan kelima, 
strategi dan desain pengawasan tahun 
2016 untuk lingkup regional. Lima 
komisi dibentuk guna menghasilkan 
kelima hasil tersebut.

Diskresi Keuangan dan Kekhawatiran 
Tuntutan Pidana

Presiden RI dalam rapat mengenai penyerapan anggaran di 
Istana Bogor (24/8) di depan seluruh Gubernur, Kapolda dan 
Kepala Kejaksaan Tinggi menyampaikan 5 arahan kepada para 
Kepala Daerah. 
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Pada pidato pembukaan raker, 
Kepala BPKP Ardan Adiperdana 
menegaskan kembali arahan Presiden 
Joko Widodo pada tanggal 24 
Agustus 2015 di Bogor. Dikatakan 
oleh Ardan ada dua penyebab 
government spending tidak lancar 
yaitu kelambatan birokrasi dan kega
mangan aparat. Terkait kegamangan 
ini, ada 5 arahan dari Presiden Joko 
Widodo, yakni:
	1.	Diskres i  keuangan t idak 

bisa dipidanakan. Kesalahan 
administrasi harus ditangani 
APIP karena dijamin UU 
30/2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 

	2.	Tindakan administrasi peme
rintahan terbuka juga dilakukan 
tuntutan secara perdata, tidak 
harus dipidanakan, cukup dila
kukan pengembalian. 

	3.	Aparat dalam melihat kerugian 
negara harus konkret. Kerugian 
negara benar-benar didasari niat 
untuk mencuri, jangan menda
sarkan pada asumsi, persepsi, 
praduga, 

	4.	BPK dan BPKP jika melihat ada 
indikasi kesalahan administrasi 
keuangan negara, diberi waktu 
enam puluh hari untuk perbaikan. 

Dalam masa perbaikan enam 
puluh hari itu, aparat kepolisian, 
kejaksaan, aparat penegak hu
kum tidak boleh intervensi 

	5.	 Tidak boleh lakukan ekspose 
tersangka sebelum dilakukan 
penuntutan, apalagi hanya ka
rena euforia, tuntutan publik, 
dan sebagainya. 
Ardan juga mengatakan hasil 

pengawasan BPKP belum sepe
nuhnya merespon keinginan Presiden, 
belum menghasilkan rekomendasi 
strategis sebagaimana yang dijanjikan 
dalam rencana kinerja (Renja), untuk 
mengatasi hal tersebut maka program 
pengawasan BPKP agar diarahkan 
pada empat fokus yaitu pengawalan 

prioritas pembangunan, peningkatan 
ruang fiskal, pengamanan aset negara, 
dan penyempurnaan sistem kepe
merintahan.

Terkait seputar diskresi keuangan, 
Deputi Kepala BPKP Bidang Inves
tigasi Iswan Elmi menjelaskan diskresi 
berada di luar ketentuan, dan diskresi 
diambil apabila ketentuan yang 
berlaku diterapkan maka tidak akan 
mencapai tujuan yakni pelayanan 
kepada publik yang mensejahterakan 
masyarakat. “Diskresi diambil agar 
tujuan pengeluaran keuangan negara 
mencapai sasarannya, dan diambil 
didasarkan kepada niat baik”, tegas 
Iswan. Apabila ada motivasi lain 
sehingga diskresi hanya sebagai 
instrumen untuk merealisasikan niat 
jahatnya, maka diskresi semacam itu 
mungkin saja akan menjadi objek 
penegakan hukum.

Kepala Biro Hukum dan 
Humas BPKP Triyono Haryanto 
menegaskan diskresi tidak bisa 
dipidanakan sepanjang tidak 
memenuhi unsur-unsur dalam 
undang-undang Tipikor dan harus 
dilihat juga niat pembuat diskresin

(Harry J K/ Edi Purwanto)

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi
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Deputi Kepala BPKP 
Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang 
P o l h u k a m  P M K 

BPKP Binsar H. Simanjuntak 
pada pemaparannya mengatakan 
pada tahun 2015 ini terdapat 100 
program prioritas presiden, jumlah 
ini bertambah signifikan untuk 
tahun 2016 sehingga berjumlah 500 
program prioritas. 

Hal ini tentunya memerlukan 
kerja keras dari Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) terutama 
BPKP untuk melakukan pengawalan 
atas program prioritas tersebut. 
Binsar berujar konsep Peraturan 
Kepala BPKP yang bersifat lintas 
kedeputian sedang disiapkan terkait 
respon BPKP atas tugas-tugas 
pengawalan program prioritas 
Presiden.

Dari sisi penyerapan anggaran, 
menurut Binsar, pemerintah juga 
telah membuat Keputusan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Tim Evaluasi dan Pengawasan 
Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah 
(TEPRA) yang ditandatangani 
oleh Presiden Joko Widodo pada 
tanggal 7 September 2015. TEPRA 
bertugas memfasilitasi penyelesaian 
terhadap hambatan-hambatan yang 
terjadi dalam realisasi anggaran 
dan program pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. TEPRA 
merupakan kelanjutan Tim Evaluasi 
Penyerapan Anggaran (TEPA) 

Rapat Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Raker BPKP) Tahun 2015 bertujuan 
untuk melakukan refocusing atau penajaman pada 
pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 

(PKPT)  menyesuaikan arahan Presiden Joko Widodo di 
Bogor (24/8).
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yang dibentuk oleh Unit Kerja 
Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan 
(UKP4) pada masa pemerintahan 
Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pada tahun 2015 ini, Binsar 
pada kedeputiannya memfokuskan 
penyelesaian tugas pada tindak 
lanjut arahan Presiden Joko Widodo 
di Bogor, melaksanakan dan 
monitoring sisa PKPT pengawasan 
intern secara tertib dan profesional, 
dan melakukan sinergi dengan 
instansi lain. Di sisi lain, fokus 
pengawasan pada tahun 2016 
adalah Mempertajam pengawasan 
intern yang pro rakyat; Sinergi 
pengawasan dengan instansi lain 
terkait; Mendorong bertumbuhnya 
paperless pengawasan intern; 
Membangun sistem informasi 
yang strategis kerja sama antara 
Perwakilan, Rendal dan Pusinfowas; 
Saran-saran Debottlenecking; dan 
Mendorong penerapan standar 
profesi (SAIPI), kode etik, dan 
telaahan sejawat berdasarkan Dewan 
Pengurus Nasional Asosiasi Auditor 
Intern Pemerintah Indonesia (DPN 
AAIPI).

Pada arahannya Binsar juga 
menegaskan bahwa Ketua DPN 
AAIPI telah mengirim surat kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
agar APIP menerapkan ketiga 
standar yang telah diterbitkan oleh 

AAIPI tersebut. BPKP pun tengah 
menyiapkan Peraturan Kepala 
BPKP untuk melaksanakan ketiga 
produk AAIPI ini.

Sisa penugasan Kedeputian 
Polhukam PMK BPKP tahun 
2015 setelah refocusing, menurut 
Binsar, terdiri dari Audit Kinerja 
Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan 
Kesehatan di Daerah Tertinggal, 
Perbatasan dan Kepulauan 
(DTPK); Evaluasi Penyerapan 
Anggaran; Monitoring dan 
Evaluasi Tata Kelola Program 
Bidang Keamanan (Monitoring 
dan Evaluasi Program P4GN 
atas Kegiatan Rehabilitasi 
Pecandu Narkoba pada 
Badan Narkot ika 
Nas iona l ) ;  dan 
Audit Operasional 
Bantuan Sosial 
S a r a n a  d a n 
P r a s a r a n a 
K e m e n
dikbud.

S e l a i n 
penugasan di 
atas juga terdapat 
penugasan Audit 
Operasional Bantuan 
Operasional PTN 
Kemenristek Dikti; 
Monev  Agenda 
P e m b a n g u n a n 
Nasional; Evaluasi 
P e n a n g u l a n g a n 

Bencana;  Monev Program 
Perlindungan Sosial; Monev 
Program Indonesia Pintar; 
Pendampingan pengelolaan dana 
hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 
pada KPU dan Bawaslu; Evaluasi 
Kinerja Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian (Rekruitmen CPNS); 
dan Monitoring dan valuasi 
program desa, pembangunan 

daerah tertinggal dan 
transmigrasi pada 

Kemente r ian 
Pembangunan 
Desa Trans
m i g r a s i  d a n 

Derah Tertinggaln
(Harry JK)

Deputi Kepala Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK BPKP - Binsar H. Simanjuntak

konsep Peraturan Kepala BPKP yang bersifat lintas kedeputian sedang 
disiapkan terkait respon BPKP atas tugas-tugas pengawalan program 

prioritas presiden
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Sejalan dengan hal tersebut, 
BPKP selaku auditor 
internal yang berada 
langsung di bawah 

Presiden tentu bertanggungjawab 
untuk mampu memberikan nilai 
tambah bagi pemerintahan yang 
dipimpin oleh Presiden. BPKP harus 

mampu membantu dan berkontribusi 
dalam menyukseskan program-
program yang dilaksanakan oleh 
pemerintah. Untuk mencapai peran 
tersebut, BPKP telah melakukan 
refocusing penugasan-penugasan 
yang dilakukan dengan merujuk 
pada Program Prioritas Nasional 
dan empat fokus pengawasan BPKP 
yang telah ditetapkan oleh Kepala 
BPKP.

D e p u t i  K e p a l a  B P K P 
Bidang Akuntan Negara BPKP 
melaksanakan fokus pengawasannya 
yang dibagi sesuai dengan lima 
direktorat yang ada di kedeputian 
tersebut. Deputi Kepala BPKP 

Penjabaran definisi Auditor Internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) dijelaskan 
bahwa peran dari Auditor Internal adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuannya 

dengan melakukan pengawalan atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian, 
dan tata kelola.  IIA juga menekankan bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor Internal 
harus didesain untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui aktivitas penjaminan 

kualitas dan konsultansi.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP - Gatot Darmasto
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PMN tersebut. selain itu, dilakukan 
juga pengawasan atas pelaksanaan 
program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) Mikro, Ritel, dan TKI.

“Terkait pengawasan Migas, 
utamanya mengenai Refinery 
Development Master Plan(RDMP) 
atau program upgrading kilang yang 
sudah ada” ujarnya.

Kemudian, BPKP juga akan 
melakukan pengawasan atas 
pembangunan 1.800 km Jaringan pipa 
tahun 2015 – 2019 yang dilakukan 
oleh Pertamina. Pengawasan juga 
akan dilakukan pada pembangunan 
infrastruktur dan sarana bahan bakar 
gas berupa stasiun pengisian bahan 
bakar gas (SPBG), mother-daughter 
station, pipa distribusi, mobile 
refueling unit, SPBU terintegrasi 
dengan SPBG (ecostation) untuk 
sektor transportasi dilakukan secara 
bertahap hingga 150 unit di tahun 
2019.

Terakhir, evaluasi kinerja PDAM 
tahun 2015 telah dilaksanakan pada 

Bidang Akuntan Negara Gatot 
Darmasto dalam pemaparannya 
pada Rapat Kerja BPKP di Aula 
Gandhi Lantai 2 Kantor BPKP 
Pusat (9/9) menjelaskan bahwa 
akan dilaksanakan Pengawasan 
atas peran korporasi dalam 
mendukung program ketahanan 
pangan nasional, yang meliputi 
Pengawasan Atas Peran PTSHS 
(Persero), PT Pertani (Persero) Dan 
PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam 
mendukung ketahanan pangan yaitu 
produksi dan distribusi benih dan 
pupuk. Kemudian verifikasi atas 
pelaksanaan  program Gerakan 
Peningkatan Produksi Pangan 
Berbasis Korporasi (GP3K) pada 
PT SHS, PT Pertani, PT Pupuk 
Indonesia dan Perum Bulog. 

Selain itu, juga akan dilaksanakan 
monitoring atas pembangunan 
jalan tol Trans Sumatera dan Tol 
Pulau Jawa dengan fokus untuk 
mengetahui target dan realisasi 
pembebasan lahan dan konstruksi, 
permasalahan pembebasan lahan 
dan konstruksi, serta merumuskan 
saran atas permasalahan tersebut.

Deputi Bidang Akuntan Negara 
juga melakukan pengawasan atas  
program kelistrikan 35.000 MW 
yang tersebar di seluruh Provinsi 
di Indonesia dengan jumlah 227 
proyek. Pada periode sampai 
dengan Desember 2015 dilakukan 
monitoring untuk memantau 
realisasi dari target penyelesaian 
pembangunan yang telah ditetapkan.

“Terkait pengawasan atas 
program tol laut masih menunggu 
komfirmasi dari Kementerian 

Perhubungan dan Pelindo” jelas 
Gatot.

Beberapa kontribusi lain yang 
dilaksanakan oleh Deputi Bidang 
Akuntan Negara antara lain 
pemantauan atas Penyertaan Modal 
Negara (PMN) yang berasal dari 
APBN tahun 2015 kepada 39 BUMN 
untuk memantau perkembangan 
realisasi pencairan dan penggunaan 

BPKP juga melakukan pengawasan Migas

BPKP juga akan melaku
kan pengawasan atas 

pembangunan 1.800 km 
Jaringan pipa tahun 2015 – 
2019 yang dilakukan oleh 
Pertamina. Pengawasan 

juga akan dilakukan 
pada pembangunan 

infrastruktur dan sarana 
bahan bakar gas yang 

dilakukan secara bertahap 
hingga 150 unit di tahun 

2019
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350 PDAM. “Kegiatan  yang akan 
dilaksanakan sampai dengan akhir 
tahun 2015 adalah verifikasi hibah 
air minum tahun 2015” tutup Gatot.

Pengawalan Penerapan Basis 
Akrual

Pada kesempatan yang sama, 
Deputi Kepala BPKP Bidang 
Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah (PKD) Dadang Kurnia me
nyampaikan pemaparannya terkait 

penajaman penugasan Deputi 
Bidang PKD. Merujuk pada empat 
fokus pengawasan BPKP, Deputi 
Bidang PKD membagi enam 
pendekatan pengawasan di daerah 
antara lain kualitas akuntabilitas 
Pendapatan Daerah, Belanja 
Daerah, Pembiayaan Daerah, Sistem 
Manajemen Keuangan dan Aset 
Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) Daerah, dan 

Penguatan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

Salah satu fokus pengawasan 
yang dilaksanakan oleh Deputi 
PKD selain pengawalan pengelolaan 
keuangan desa,  pembinaan 
implementasi Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP), dan 
Peningkatan Kapabilitas APIP adalah 
pengawalan implementasi akuntansi 
basis akrual tahun 2015. Urgensi 
penerapan basis akrual pada sektor 
pemerintahan berlatar belakang pada 
pentingnya peran akuntansi di sektor 
swasta yang menghasilkan sumber 
informasi yang kemudian digunakan 
untuk proses pengambilan keputusan 
ekonomi yang lebih baik. Informasi  
yang dihasilkan akuntansi menjadi 
alat untuk mengukur  sejauh  mana  
efisensi  dilakukan  dan  sebagai  
alat pertanggungjawaban. Lahirnya 
konsep New Public Management 
menyebabkan reformasi akuntansi 
di sektor pemerintahan dengan 
mulainya prinsip – prinsip akuntansi 
yang ada di sektor  swasta diadopsi 
oleh sektor pemerintahan termasuk di 
Indonesia, salah satunya penerapan 

Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Dadang Kurnia
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basis akrual.
Dalam rangka menyukseskan 

penerapan basis akrual tersebut di 
sektor pemerintahan khususnya pada 
pemerintah daerah, Deputi Bidang 
PKD secara intens telah melakukan 
berbagai langkah untuk mengawal 
implementasi tersebut. 

“BPKP telah memperoleh data dari 
442 pemda atau sebanyak 81,55% dari 
jumlah 542 pemda pada 34 provinsi, 
terkait hasil evaluasi persiapan 
penerapan standar akuntansi berbasis 
akrual” jelas Dadang.

Secara rinci Mantan Kepala 
Pusdiklatwas BPKP tersebut menjelas
kan hasil dari evaluasi tersebut antara 

lain: Pemda yang telah melakukan 
rekonsiliasi/validasi atas rincian aset 
tetap, piutang, dan persediaan sudah 
lebih dari 50%. Pemda yang telah 
melakukan perbaikan data aset tetap 
dan piutang adalah 47%. Kemudian 
terkait Perhitungan Akumulasi Penyu
sutan Aset Tetap per 31 Desember 
2014 masih menyentuh angka 27,83%.

“Terkait penerapan basis akuntansi 
akrual ini, perlu dilakukan revisi atas 
peraturan Permendagri dan yang 
terkait keuangan daerah. BPKP 
atas hal tersebut telah mengirimkan 
atensinya atas hal tersebut kepada 
Kemendagri” ujar Dadang.

Koordinasi dan Sinergi dengan 
BPK dan APH

Deputi Kepala BPKP Bidang 
Investigasi Iswan Elmi pada acara 
yang sama menyampaikan tentang 
hal-hal yang harus dicermati oleh 
Deputi Bidang Investigasi dalam 
rangka menindaklanjuti arahan 
Kepala BPKP yang merupakan 
penjabaran dari arahan Presiden. 
Iswan menyampaikan enam poin 
arahan tersebut antara lain Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi acuan dalam 
menindaklanjuti/menangani dugaan 
Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam 
kaitan audit Perhitungan Kerugian 
Keuangan Negara (PKKN) harus 
riil, akurat dan cepat. “perlu diatur 
mekanisme paparan awal  maupun 
hasil penugasan terkait permintaan 
penugasan oleh Aparat Penegak 
Hukum (APH) mengingat sifat fraud 
yang tersembunyi.”

Kemudian yang harus dicermati 
juga adalah ekspose perlu dilakukan 
untuk memastikan bahwa kasus layak 
diteruskan. Selanjutnya, ekspose 
media didorong ke APH dalam hal 
diperlukan komunikasi kepada publik, 
temuan-temuan yang sudah ditangani 
oleh BPK, dan APIP lainnya selain 
BPKP, tidak lagi ditangani BPKP 
agar tidak terjadi tumpang tindih. 
“Apabila  penanganan APH terhadap 
suatu kasus/perkara sudah tahap 
penyidikan, penugasan-penugasan 
lain yang terkait dengan perkara/
obyek tersebut agar dihindari.” 
Terang Iswann

(Betrika Oktaresa)

Pemerintahan Daerah menjadi acuan dalam menindaklanjuti/
menangani dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam kaitan 
audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) harus 
riil, akurat dan cepat. “perlu diatur mekanisme paparan awal  
maupun hasil penugasan terkait permintaan penugasan oleh 
Aparat Penegak Hukum (APH) mengingat sifat fraud yang 
tersembunyi.”

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi
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Bentuk peningkatan 
sinergitas antara aparat 
p e n e g a k  h u k u m , 
pemeriksa serta aparat 

pengawasan dalam rangka pem
berantasan tindak pidana korupsi, 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menyelenggarakan Pela
tihan Bersama Peningkatan Kapa
sitas Penegak Hukum dalam Pena
nganan Tindak Pidana Korupsi 
(14/09), bertempat di Novotel 
Grand Kawanua Convention Cen
ter Manado, bekerjasama dengan 
Kepolisian Republik Indonesia, 

Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK-RI), dan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pemba
ngunan (BPKP).

Pelatihan tersebut dibuka secara 
langsung oleh Ketua Sementara KPK 
Taufiequrrachman Ruki. Sebagai 
narasumber dalam acara tersebut 
adalah Jaksa Agung M. Prasetyo, 
Kepala BPKP Ardan Adiperdana, 
Anggota III BPK-RI Eddy 
Mulyadi Soepardi, Kepala PPATK 
Muhammad Yusuf, dan Direktur 
Tindak Pidana Korupsi Bareskrim 
Mabes Polri Ahmad Wiyagus. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Utara Sihar Panjaitan dan 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Gorontalo Iwan Taufiq Purwanto 
juga turut hadir dalam acara tersebut.

Peserta pelatihan yang berlang
sung selama lima hari tersebut 
terdiri dari 161 peserta dari penyidik 
kepolisian daerah, penyidik dan 
jaksa penuntut kejaksaan tinggi, 
auditor BPK, serta auditor BPKP di 
wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 
Gorontalo. 

D a l a m  s a m b u t a n n y a , 
Taufiequrrachman Ruki menyam­

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa salah satu kunci keberhasilan 
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya yang luar biasa dari Aparat Penegak 

hukum (APH). Oleh karena itu,untuk meningkatkan upaya tersebut, salah satu langkah yang 
dilakukan adalah dengan mewujudkan sinergi di antara lembaga penegak hukum, dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas, pengawasan yang efektif dan penerapan 
sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect).
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paikan adanya kendala dalam 
penanganan perkara tipikor dan 
pengembalian kerugian keuangan 
keuangan negara menjadi latar 
belakang pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Sinergi yang terjalin dari 
kegiatan tersebut diharapkan dapat 
mewujudkan kerjasama yang lebih 
efektif antara instansi penegak 
hukum dengan auditor BPK dan 
BPKP dalam pemberantasan 
korupsi. “Sinergi dan kerjasama ini 
mutlak dilaksanakan, mengingat 
banyak kalangan yang menyatakan, 
pemberantasan korupsi belum 
maksimal. Itu terjadi karena belum 
optimalnya upaya penegak hukum 
untuk mengembalikan kerugian 
keuangan negara,” ujar Ruki.

Lulusan terbaik Akademi Kepo
lisian Tahun 1971 menekankan 
pentingnya sinergitas antara penegak 
hukum, aparat pemeriksa, dan aparat 
pengawasan, antara lain dalam pe
nanganan kasus oleh Kejaksaan 
atau Kepolisian dari temuan hasil 
pengawasan dari BPK maupun 

BPKP, yang hingga 60 (enam puluh) 
hari tidak terselesaikan walaupun 
telah diberikan kesempatan untuk 
dilakukan perbaikan.

Taufiequrrachman Ruki juga 
menepis anggapan bahwa ada 
kriminalisasi aparat penegak hukum 
terhadap kebijakan para Kepala 
Daerah dalam penggunaan APBD. 
Kondisi ini sering dipandang sebagai 
penyebab rendahnya serapan APBD. 
“Diskresi anggaran dalam keadaan 
overmark bisa dilakukan selama 
kebijakan tersebut tidak melawan 
hukum. Maka dari itu, Kepala 
Daerah harus berkoordinasi dengan 
pihak legislatif serta meminta saran 
dari aparat pengawasan,” papar 
Ruki.

Dalam sesi konferensi pers, 
menanggapi pertanyaan wartawan 
yang menyinggung kemungkinan 
terjadi benturan antara para aparat 
penegak hukum dalam penanganan 
perkara tipikor, Muhammad Yusuf 
menyampaikan bahwa untuk 
menghindari hal tersebut, sejak 

tahun 2012, KPK, Kepolisian, 
dan Kejaksaan telah menyepakati 
bahwa penanganan perkara tipikor 
yang telah dilakukan oleh salah 
satu unsur perkara tersebut, tidak 
akan diintervensi oleh aparat 
penegak hukum lain. Hal ini akan 
mencegah suasana persaingan antara 
aparat penegak hukum, sehingga 
penanganan perkara tipikor dapat 
berjalan optimal.

Ardan Adiperdana dalam kesem
patan tersebut menyampaikan fokus 
dan strategi pengawasan BPKP 
dalam mendukung program Nawa 
Cita, yang menekankan pentingnya 
pengawasan dalam kegiatan pem
bangunan nasional, baik itu di pusat, 
daerah, dan pedesaan.

Sebelumnya, kegiatan serupa 
juga telah digelar pada 24-28 
Agustus di Pekanbaru untuk Provinsi 
Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, 
direncanakan pada Oktober di 
Denpasar untuk Provinsi Bali dan 
Nusa Tenggara Barat (NTB)n

 (humas Sulut/A.M. Firman)

ki-ka: Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, Kepala PPATK - Muhammad Yusuf,  Jaksa Agung M. Prasetyo, Ketua Sementara KPK Taufiequrrachman RukiDirektur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri 
Ahmad Wiyagus, Anggota III BPK-RI Eddy Mulyadi Soepardi



Warta Pengawasan
VOL XXII/ Nomor 5/ 201520

Laporan Utama

Aparat Pemeriksa, Aparat 
Penegak Hukum, 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah, 

Kementerian, Lembaga, Pemerintah 
Daerah, bahkan masyarakat memiliki 
andil dalam pemberantasan korupsi 
sesuai dengan porsi tugas dan fungsi 
masing-masing.

Terkait dengan upaya tersebut, 
strategi pemberantasan tindak pidana 
korupsi dilakukan melalui upaya 
pre-emptif (edukatif), preventif, dan 

represif. Upaya pre-emptif dilakukan 
melalui peningkatan kepedulian 
individu dalam bentuk pemberian 
edukasi terkait pembe rantasan 

k o r u p s i , 
diantaranya 
dalam ben

tuk Sosiali
sasi Program Anti 

Korupsi.  Kemu
dian, upaya pre
ventif dilakukan 
d a l a m  b e n t u k 
upaya mencegah, 
menang ka l ,  dan 
memudahkan deteksi 

potensi kejadian korupsi dengan 
meningkatkan sistem pengendalian 
intern organisasi. Strategi terakhir 
yang diterapkan adalah strategi 
represif. Penerapan strategi ini 
diperlukan untuk hal-hal yang belum 
atau tidak dapat dicegah sebelumnya. 
Upaya represif tersebut antara lain 
mendeteksi, menginvestigasi, dan 
menindaklanjuti investigasi sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Mantan Pimpinan KPK Jilid 
I periode 2003-2007 Tumpak H 
Panggabean dalam pemaparannya 

pada acara Workshop bertema 
“Aspek Hukum Administrasi 
Pemerintahan, Aspek Hukum 
Perdata, Pidana atau Pidana Korupsi 
dan Penerapannya Dalam Proses 
Audit pada Penegakkan Hukum 
di Indonesia” sebagai bagian dari 
penyelenggaraan Rapat Kerja BPKP 
Tahun 2015 (10/9) di Aula Gandhi 
Kantor BPKP Pusat, menjelaskan 
bahwa dalam melakukan pembuktian 
tentang unsur ‘dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian 
negara’ sebagai upaya represif dalam 
pemeberantasan korupsi, diperlukan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah.

Sebelumnya Tumpak menjelas
kan bahwa dalam praktik Peradilan, 
umumnya Hakim dalam pertim
bangannya menjelaskan tentang 
kerugian keuangan negara adalah 
berkurangnya kekayaan negara atau 
bertambahnya kewajiban negara 
tanpa diimbangi prestasi yang 
disebabkan oleh suatu perbuatan 
melawan hukum.

“Keterangan ahli merupakan 
salah satu alat bukti yang sah” ujar 
Mantan Sekretaris Jaksa Agung 

Auditor Pemungkas 
Pemberantasan Korupsi

Genderang perang terhadap kejahatan luar biasa (extraordinary crime) bernama korupsi terus 
ditabuhkan oleh berbagai pihak di negeri ini. Memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia 

tentu tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja, bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) saja. 

Mantan Pimpinan KPK Jilid I periode 2003-2007 Tumpak H Panggabean
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Muda Pidana Khusus Tahun 2001-
2003 tersebut. Tumpak menegaskan 
bahwa dalam praktik pemeriksaan 
perkara Tindak Pidana Korupsi 
(TPK) di tingkat penyidikan, 
penyidik dapat meminta pendapat 
ahli seorang auditor/akuntan publik 
dari suatu instansi resmi pemerintah 
seperti BPKP atau lembaga negara 
BPK. Tumpak dalam kesempatan 
tersebut juga menepis banyak 
pendapat yang mempermasalahkan 
audit investigatif maupun perhi
tungan kerugian keuangan negara 
yang dilakukan oleh auditor yang 
berasal dari BPKP tidak sah karena 
tidak memiliki kewenangan untuk 
melakukannya.

“UU 31/1999 jo UU 20/2001 
tidak menyaratkan auditor dari 
instansi mana yang harus melakukan 
perhitungan kerugian keuangan 
negara, bisa dari BPKP, bisa dari 
BPK. Keduanya di persidangan 
dapat diterima oleh Hakim 
sebagai pemberi keterangan ahli. 

Auditor yang akan diminta 
keterangannya, sepenuhnya 
adalah kewenangan penyidik 
itu sendiri” urai pria yang 
pernah menjabat sebagai 
Plt. Ketua KPK 2009-2010 
tersebut dengan lugas. 

Menegaskan penjelasan 
Tumpak tersebut, Kepala 
Biro Hukum dan Humas 
BPKP Triyono Haryanto pada 
penjelasannya mengatakan 
sesuai dengan hasil Rapat 
Koordinasi Criminal Justice 
System dengan Instansi Terkait 

pada 27-28 September 2011, Aparat 
Penegak Hukum dan instansi terkait 
tidak mempermasalahkan siapa yang 
berwenang menghitung kerugian 
keuangan negara. Bahkan dapat 
meminta bantauan siapapun untuk 
menghitung kerugian keuangan 
negara, tidak harus BPK atau BPKP, 
melainkan akuntan publik atau ahli 
lain. “Selama keyakinan Hakim 
terpenuhi, Hakim bahkan dapat 
menerima perhitungan kerugian 
keuangan negara tanpa adanya 
perhitungan kerugian keuangan 
negara dari ahli” ujar Triyono.

Triyono juga menambahkan, 
berdasarkan hasil putusan Mah
kamah Konstitusi Nomor: 31/
PUU-X/2012, KPK bukan hanya 
dapat berkoordinasi dengan 
BPKP dan BPK dalam rangka 
pembuktian suatu tindak pidana 
korupsi, melainkan dapat juga 
berkoordinasi dengan instansi lain, 
bahkan bisa membuktikan sendiri 
di luar temuan BPKP dan BPK, 
misalnya dengan mengundang ahli 

atau dengan meminta bahan dari 
inspektorat jenderal atau badan 
yang mempunyai fungsi yang sama 
dengan itu dari masing-masing 
instansi pemerintah, bahkan dari 
pihak-pihak lain (termasuk dari 
perusahaan), yang dapat menun
jukkan kebenaran materiil dalam 
penghitungan kerugian keuangan 
negara dan/atau dapat membuktikan 
perkara yang sedang ditanganinya.

Diakh i r  pemaparannya , 
Triyono menyampaikan beberapa 
masukannya terkait koordinasi dan 
harmonisasi antara APH, BPKP, 
dan APIP lainnya, antara lain tetap 
berkomitmen pada penegakan 
hukum dan menghilangkan kesan 
kriminalisasi, tidak mempidanakan 
kebijakan dan mendahulukan 
penyelesaian administrasi oleh 
APIP,meningkatkan koordinasi APH 
dengan APIP sebelum penegakan 
hukum yang bersifat penindakan, 
dan segera membuat peraturan 
pelaksana dari UU Administrasi 
Pemerintahan.

Melalui penjelasan dari dua 
narasumber tersebut, tergambar 
bahwa keberhasilan pengungkapan 
kasus TPK di persidangan sangat 
memerlukan adanya komunikasi, 
kordinasi, dan sinergi yang baik 
antara penyidik dengan auditor. 
Kembali juga dipertegas bahwa 
dalam melakukan perhitungan 
kerugian keuangan negara dapat 
dilaksanakan oleh auditor BPKP 
maupun BPK, bahkan dapat berasal 
dari luar keduanya selama dapat 
memenuhi keyakinan Hakimn 

(Betrika Oktaresa)

Kepala Biro Hukum dan Humas, Triyono Haryanto
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Instansi pemerintah sebagai 
insti tusi  publik sudah 
selayaknya meraih opini Wajar 
tanpa pengecualian dalam 

pelaporan keuangannya agar lebih 
akuntabel mempertanggungjawabkan 
dana berasal dari rakyat  yang 
diamanahkan untuk dikelola. 
Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) meraih 
WTP dan mendapat penghargaan 
atas keberhasilan menyusun dan 
menyajikan Laporan Keuangan 
Tahun 2014 dengan capaian standar 
tertinggi dalam akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah dari 
Kementerian Keuangan, pada Jumat 
(2/10) di gedung Danapala – Jakarta 

Pusat. Pemberian penghargaan yang 
diterima oleh Kepala BPKP Ardan 
Adiperdana dari Kementerian 
Keuangan tersebut diberikan pada 
acara pembukaan Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah 
2015. 

Pada Rakernas ini pemerintah 

BPKP Raih Penghargaan Tertinggi 
atas Pelaporan Keuangan

Opini Wajar tanpa pengecualian/ unqualified opinion (biasa disingkat WTP) adalah opini audit 
yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari 

salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini 
berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah 
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada 

kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengambilan keputusan.

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana(kanan) menerima penghargaan atas pelaporan keuangan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian - Darmin Nasution (tengah) didampingi 
Menteri Keuangan - Bambang Brodjonegoro 
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memberikan peng
hargaan kepada 287 
entitas pelaporan 
y an g  me l ip u t i 
62 Kementerian/
L e m b a g a ,  2 6 
Pemerintah Provinsi, 
149 Pemerintah 
Kabupaten, dan 50 
Pemerintah Kota 
yang telah berhasil 
menyajikan laporan 
pertanggungjawaban 
keuangan tahun 2014 
dengan capaian opini audit WTP. 
Rakernas ini bertema “Implementasi 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual: Era baru Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Indonesia”. Rakernas dihadiri 
oleh Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Darmin 
Nasution mewakili Presiden Joko 
Widodo, para eselon I dan II sejumlah 
Kementerian/ Lembaga, Gubernur, 
Bupati, Walikota, serta undangan.

Pada pidato pembukaan Rakernas, 
Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro mengatakan sesuai 
amanat UU no. 17/2003 tentang 
Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 
tentang Perbendaharaan Negara, 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah harus menerapkan basis 
akuntansi akrual dalam pelaporan 
keuangan pemerintah. Penerapan 
basis akrual dilaksanakan sesuai 
PP No. 71/2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan 
dilaksanakan paling lambat pada 
pelaporan keuangan pemerintah 

tahun anggaran 2015.
Akuntansi basis akrual mencatat 

transaksi dan peristiwa lainnya pada 
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, 
tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas diterima atau dibayar. Basis 
akrual ini akan dapat memberikan 
gambaran secara utuh terkait kinerja 
dan posisi keuangan serta arus 
kas pemerintah, dan memberikan 
kontribusi dalam mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik.

Bambang  juga  be ru ja r 
penerapan akuntansi berbasis 
akrual diharapkan meningkatkan 
kualitas penyajian laporan keuangan 
pemerintah sehingga menjadi alat 
pertanggungjawaban yang lebih 
baik sesuai prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik (good 
governance, clean government). 
Ini merupakan modal yang sangat 
penting untuk meningkatkan 
kepercayaan kepada pemerintah 
terutama dalam era perekonomian 
yang semakin global. 

Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Darmin Nasution 
menjelaskan rakernas ini sebagai 

bentuk komitmen dan 
menumbuhkan sinergi 
para pengelola negara 

baik pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam 
mewujudkan sistem 
keuangan negara yang 
berkualitas transparan 
dan akuntable. "Penge
lolaan negara yang baik 
adalah kunci utama 
penyelenggaraan tata 

kelola negara yang baik. 
Besaran nilai APBN yang 

naik dari tahun ke tahun menuntut 
pengelolaan keuangan negara yang 
tertib dan berorientasi kepada hasil," 
kata Darmin.

"Sementara bagi Kementerian/
Lembaga dan Pemda yang kualitas 
laporan keuangannya masih belum 
mendapat capaian opini terbaik 
perlu upaya perbaikan dengan 
meningkatkan komitmen pimpinan 
dalam menerapkan akutansi berbasi 
akrual, peningkatan pemahamaan, 
dan kapasitas Sumber Daya 
Manusia dibidang akuntansi, segera 
tindaklanjuti temuan pemeriksaan 
BPK," pungkasnya.

Dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual bagi pemerintah 
diharapkan dapat memberikan 
informasi yang lebih transparan 
mengenai biaya pemerintah dan 
meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan di dalam pemerintah 
dengan menggunakan informasi yang 
diperluas, tidak sekedar informasi 
yang berbasis kasn

(Harry Jumpono Kurniawan/Edi 

Purwanto/Nursanty Sinaga)
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Tantangan penanggulangan 
bencana bukan urusan 
orang perorangan melain
kan urusan bersama, oleh 

karena itu BNPB dalam menghadapi 
tantangan ini tidaklah sendirian, 
BPKP adalah salah satu rekan 
kami,” ujar Dody Ruswandi selaku 
Sekretaris Utama Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Kerja sama antara BNPB dengan 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) mengenai 
pengawasan pengelolaan Dana Siap 
Pakai (DSP) dan Dana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi (DRR) dalam 
bentuk Joint Audit.

Sebagai salah satu organisasi 
yang didirikan untuk menjawab 
upaya pemerintah dalam menghadapi 
bencana secara serius, BNPB memi
liki cakupan wilayah kerja yang 
sangat  luas, yaitu sekitar 400 kabu
paten dan kota yang terdapat di 34 
provinsi di Indonesia. Selain itu, 
BNPB juga mengemban tugas dan 
tanggung jawab dalam mengelola 
dana penanggulangan bencana UU 

No.24/2007. Jumlah dana penang
gulangan yang dikelola oleh BNPB 
sekitar Rp2,5 triliun. Dengan me
mandang besarnya ruang lingkup 
tugas, dalam hal ini yang dimiliki 
oleh pihak Inspektorat Utama, BNPB 
menggandeng BPKP dalam rangka 
melaksanakan pengawasan atas 
pengelolaan dana penanggulangan 
bencana, khususnya untuk DSP dan 
DRR. Kerja sama ini dilakukan salah 
satunya untuk mengatasi minimnya 
sumber daya auditor yang dimiliki 
oleh BNPB saat ini. “Mengingat 
pengalaman BPKP dalam melakukan 
pengawasan keuangan, kami melihat 
Join Audit ini juga dapat dijadikan 
sarana pembelajaran bagi para auditor 
kami,” ujar Bintang Susmanto, selaku 
Inspektur Utama BNPB dalam 
sambutannya. 

Bintang dalam sambutannya 
mengingatkan proses bisnis dalam 
penanganan bencana sangat berbeda 
dengan proses bisnis biasa, sehingga 
dimungkinkan bagi para auditor 
untuk menemukan praktik-praktik 
yang tidak umum. Namun demikian, 

masih terdapat kebutuhan akan 
pertanggungjawaban yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntabilitas 
dan transparansi. Hal ini dimaksudkan, 
agar penggunaan dana penanggulangan 
bencana dapat dilakukan secara 
efektif dan efisien, dan terhindar 
dari kesalahan serta penyimpangan 
dalam pelaksanaannya.”Oleh ka
rena itu, auditor BNPB dan BPKP 
perlu menyamakan persepsi dalam 
menentukan Tentative Audit 
Objectives (TAO), dan duduk ber
sama dalam menyusun pedoman 
yang akan digunakan pada join audit 
dana penanggulangan bencana,” ujar 
Bintang.

Dirajut sejak lama
Kerja sama BNPB dan BPKP 

telah dilakukan sejak lama, tepatnya 3 
Agustus 2010 MoU BNPB dan BPKP 
pertama kali ditandatangani. Selain 
join audit, sinergi yang terjalin antara 
BNPB dan BPKP ini juga meliputi: 
pendampingan dalam penerapan tata 
kelola kepemerintahan yang baik 
hingga penerapan Sistem Pengendalian 



Warta Pengawasan
vol xxII/ Nomor 5/2015 25

warta pusat

Intern Pemerintah (SPIP). “Salah 
satu buah dari partnership ini adalah 
dihasilkannya Laporan Keuangan 
BNPB yang memiliki opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) selama 
kurun waktu empat tahun, dari 2011 
hingga 2014 lalu,” ujar Dody. Pria 
yang dulunya pernah menjabat sebagai 
Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata 
Ruang dan Pemukiman Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat ini sangat 
berterima kasih kepada BPKP atas 
keberhasilan kerja sama antara 
BNPB dan BPKP. “Lebih lanjut, kami 
mungkin akan meminta pendapat dari 
BPKP mengenai sistem pengelolaan 
dana penanggulangan bencana yang 
baik, dalam hal ini terkait dengan 
DSP,” ujarnya. 

Juga dalam pemaparan Deputi 
Bidang Rehabilitasi dan Rekon
struksi BNPB, Harmensyah, turut me
nyampaikan bahwa meski nantinya 
pengelolaan dana bantuan akan 
mengalami perubahan, dari dana 
sosial berpola hibah menjadi dana 
sosial atau dana hibah, hal ini tidak 
mengandaskan hubungan kerja sama 
antara BNPB dan BPKP. 

Selain kepada BPKP, BNPB 
juga melakukan koordinasi dengan 
pihak-pihak lainnya, seperti dengan 
berbagai macam pihak. “Yang perlu 

diperhatikan adalah keefektifan 
koordinasi antar Pemerintah, mulai 
dari Kabupaten/Kota, Provinsi, 
hingga Pusat,” ujar Deputi Bidang 
Penanganan Darurat BNPB, Tri 
Budiarto. Menurutnya, diperlukan 
pemahaman bahwa dalam penanganan 
darurat, yang harus bergerak pertama 
kali adalah pihak Pemerintah Kota 
dan Kabupaten, berikutnya Provinsi, 
dan terakhir adalah Pusat. Logika 
pergerakan ini dilihat dari siapa yang 
paling dekat dengan titik bencana, 
sehingga penanganan bencana dapat 
memenuhi prinsip cepat dan tepat. 
“Namun yang masih disayangkan, 
penanggulangan bencana dianggap hal 
yang sepele, sehingga menimbulkan 
permasalahan-permasalahan seperti 
kapabilitas, sumber daya, dan 
leaderships,” ungkap Tri.

Lesson learned Joint Audit BPKP
Direktur PLP Bidang Kesejah

teraan Rakyat, Nasmifida menyam­
paikan bahwa dari hasil audit atas 
pengelolaan DSP dan DRR tahun 
2014, masih terdapat beberapa 
permasalahan dalam pengelolaan 
kedua dana penanggulangan bencana 
itu. Permasalahan tersebut meliputi 
proses pelaksanaan pekerjaan dalam 
kontrak, administrasi keuangan, 

hingga pemanfaatan aset. Menurut 
Nasmifida, permasalahan tersebut 
tidak akan terjadi jika pengelolaan 
dana penanggulangan bencana 
dilaksanakan dengan menggunakan 
SPIP yang efektif. Proses perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, 
pelaporan, monitoring dan evaluasi, 
hingga perumusan kebijakan yang 
dilakukan dengan memperhatikan 
SPIP akan menghasilkan akunta
bilitas keuangan dan kinerja 
sehingga tujuan  penyelenggaraan 
dana penanggulangan bencana dapat 
tercapai secara tertib administrasi, 
dengan ukuran opini laporan 
keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. 
Tujuan utama penyelenggaraan 
dana penanggulangan bencana de
ngan mengacu kepada SPIP adalah 
untuk menciptakan Good and 
Clean Governance. Terakhir, yang 
menjadi penekanan Nasmifida 
adalah mengenai bagaimana pihak 
auditor memberikan rekomendasi 
atas permasalahan tersebut. “Ja
ngan sampai rekomendasi yang 
disampaikan memberikan interpretasi 
yang berbeda yang berakibat, 
bukannya menyelesaikan, malah 
menambah masalah baru,”ujarnyan 

(Daniel Wawone/Adi Sasongko)

dari ki-ka:  Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Dody Ruswandi,  Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB - Tri Budiarto, Inspektur Utama BNPB - Bintang Susmanto, Deputi Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB - Harmensyah, Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Polhukam PMK - Nasmifida
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“Upaya mengimplementasikan 
Inpres 9 Tahun 2015 tentang Komu
nikasi Publik menuntut kreativitas 
pengemasan karya-karya jurnalistik 
agar komunikasi publik berlangsung 
efektif”,  kata Nuri Sujarwati, Kabag 
Humas dan HAL mewakili Kepala 
Biro Hukum dan Humas saat 
penutupan Diklat Jurnalistik, Kamis 
(1/10) di Gadog, Ciawi.

Selama pendidikan dan latihan, 
setiap peserta dibekali materi-
materi yang berhubungan langsung 
dengan tugas dan fungsi kehumasan 
BPKP. Pada hari pertama, peserta 
dibimbing agar dapat melakukan 
penulisan berita yang efektif, 
baik untuk penulisan  hard 
news maupun feature.  Dalam meng
hasilkan berita yang berkualitas, 

seorang pengajar menyarankan 
supaya setiap insan jurnalis memiliki 
cara pandang yang kreatif dan 
berbeda sehingga dapat menggali 
informasi secara lebih mendalam. 
“Be the devil advocate, jangan iya-
iya saja ketika seorang narasumber 
menyampaikan pendapatnya,” 

ujar Lestantya R. Baskoro selaku 
instruktur Diklat Jurnalistik, yang 
juga merupakan seorang wartawan 
dari Majalah TEMPO.

Sejurus dengan hal tersebut, Ade 
P. Marboen juga menyampaikan 
bahwa setiap insan jurnalistik harus 
memiliki pemikiran yang kritis, detil, 

Setelah sempat vakum di tahun 2015, Pusdiklatwas BPKP kembali menyelenggarakan 
Diklat Jurnalistik yang diikuti oleh 32 peserta  Humas BPKP Pusat dan Perwakilan. 

Walau singkat,  pendidikan dan pelatihan yang menghadirkan instruktur yang 
kompeten di bidang jurnalistik ini diharapkan dapat menghasilkan jurnalis kreatif 

BPKP melalui ragam diskusi dan praktik. 

Chief Reporter Senior Editor pada antaranews.com - Ade P. Marboen
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dan jahil. “Kita diharapkan untuk 
kreatif, tapi tetap memperhatikan 
‘koridor’ penyusunan berita,” 
ungkap Ade.  Chief Reporter Senior 
Editor  pada antaranews.com  ini, 
mengajarkan kepada seluruh peserta 
Diklat Jurnalistik BPKP mengenai 
proses penggalian berita mulai 
dari pengumpulan dan klasifikasi 
gagasan dengan menggunakan 
pohon ide  hingga proses wawancara. 
Melalui pengalamannya, Ade me
motivasi para peserta bahwa latar 
belakang pendidikan bukan kendala 
bagi seseorang untuk menjadi 
seorang humas, penulis, dan jurnalis 
yang handal. “Saya memiliki 
latar belakang ilmu tanah. Namun 
karena passion, saya memilih untuk 
mengembangkan karir saya di bidang 
jurnalistik,” ungkap Ade.

Pada hari terakhir, Teguh 
Poeradisastra, pengajar Program 
Pasca Sarjana Universitas Indonesia 
dan STIKOM The London School of 
Public Relations, berusaha menggali 
lagi permasalahan para peserta dalam 
proses penulisan. Beberapa peserta 
menyampaikan hambatan utama 
mereka dalam penulisan adalah 
terkait dengan teknik pengembangan
nya, bagaimana agar tulisan tersebut 

tetap informatif tapi tidak bertele-tele. 
“Selain 5W dan 1H, kuncinya adalah 
KISS, Keep It Short and Simple,” ujar 
Teguh. Managing Director Majalah 
SWA yang pernah aktif sebagai 
wartawan Majalah TEMPO   ini 
menyarankan kepada para peserta 
agar menggunakan pemilihan kata 
yang tepat dan sederhana, sehingga 
mudah untuk dibaca dan dimengerti.

Pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan tidak hanya dilakukan 
di dalam kelas. Pada pengajaran 
fotografi, setiap peserta diajarkan 
untuk memeroleh gambar yang 
baik dalam mendukung berita yang 
dilakukan di luar kelas dengan 
cara mengambil gambar sekitar 
lingkungan Pusdiklatwas BPKP. 
Pihak panitia penyelenggara diklat 
menyampaikan bahwa hasil dari 
kelas fotografi akan digunakan oleh 
Pusdiklatwas BPKP. Kreativitas 
peserta antara lain terlihat dengan 
dihasilkannya tiga foto jurnalistik 
terbaik karya Ronny R. Irianto, 
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, 
Obbie Afri, Perwakilan BPKP 
Provinsi Papua Barat, dan Aniska 
Utama, Perwakilan BPKP Provinsi 
Sumatera Barat.

Seluruh rangkaian acara ter
sebut disampaikan dalam prosesi 
penutupan diklat oleh Ketua Panitia 
Penyelenggara. Dalam kesan-
pesannya, seorang peserta diklat 
mengingatkan rekan-rekannya 
untuk dapat melihat lebih dalam 
maksud dari penyelenggaraan Diklat 
Jurnalistik BPKP. Bukan hanya untuk 
kehumasan ataupun BPKP melainkan 
untuk masyarakat. Lembaga 
yang memiliki cita-cita untuk 
menjadi World Class Auditor  ini 
diharapkan dapat mengembangkan 
penyediaan informasi yang relevan 
kepada masyarakat terkait dengan 
pemerintahan, pengawasan, ataupun 
BPKP secara khusus.

Saat menutup diklat, Nuri 
Sujarwati, Kabag Humas dan 
HAL  mewakili Kepala Biro Hu
kum dan Humas berharap seluruh 
peserta dapat menerapkan semua 
materi jurnalistik dalam  mengelola 
komunikasi dan layanan informasi 
publik di unit kerja masing-masing. 
“Selain itu, peserta juga ber
kewajiban menyebarkan wawasan 
dan pengetahuan jurnalistik yang 
didapatnya   kepada rekan-rekan 
kerjanya dan terus berkreasi dan 
berinovasi demi terselenggaranya 
layanan komunikasi dan informasi 
publik yang efektif” jelas Nuri. 
Walau singkat,  para peserta dapat 
mengembangkan potensi yang 
dimilikinya untuk menghasilkan 
karya-karya kreatif demi efektivitas 
layanan komunikasi dan informasi 
publik sesuai amanah Inpres 9 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publikn

(Daniel Wawone/Widya Castrena)

Tiga pemenang foto jurnalistik terbaik Ronny, Obbie, dan Aniska diapit Teguh Poeradisastra dan Nuri S.



Warta Pengawasan
VOL XXII/ Nomor 5/ 201528

Warta pusat

Pendataan Ulang Pegawai 
Negeri Sipil/PNS secara 
elektronik yang selanjutnya 
disingkat PUPNS adalah 

proses pendataan ulang PNS melalui 
sistem teknologi informasi yang 
meliputi tahap pemutaktriran data 
oleh setiap PNS, serta validasi dan 
verifikasi data secara menyeluruh oleh 
instansi pusat/instansi daerah sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki. 
Pendataan ulang ini berpedoman 
pada Peraturan Kepala BKN Nomor 
19 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pendataan Ulang Pegawai Negeri 
Sipil Secara Elektronik Tahun 2015.

Bagi kepentingan pendataan ulang 
bagi para pegawai BPKP, diadakan 
workshop Pendataan Ulang Pegawai 
Negeri Sipil (PUPNS) di lingkungan 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) pada Selasa 
(6/10) dengan mengambil tempat di 
Aula Timur Gedung Kantor BPKP lt.2 
Jl. Pramuka – Jakarta. Workshop yang 
diprakarsai oleh Biro Kepegawaian 

dan Organisasi BPKP diikuti oleh 
para pengelola kepegawaian dari 
seluruh perwakilan BPKP Provinsi. 
Workshop mendatangkan narasumber 
Helmi Wardani dan Heny dari Badan 
Kepegawaian Negara (BKN).

Validasi dan verifikasi PUPNS 
terdiri dari 3 level, level pertama 
berada pada unit kerja pegawai itu 
sendiri, level kedua berada pada Biro 
Kepegawaian dan Organisasi pada 
instansi tempat pegawai bekerja, dan 
level ketiga serta keempat berada 
pada Badan Kepegawaian Negara.

Workshop PUPNS ditutup oleh 
Kepala Biro Kepegawaian dan 
Organisasi BPKP Ratna Tianti 
Ernawati. Ratna mengatakan kepada 
para peserta workshop dari setiap 

unit kerja untuk tidak segan-segan 
bertanya kepada Biro Kepegawaian 
dan Organisasi BPKP apabila terdapat 
kendala pada proses validasi dan 
verifikasi PUPNS ataupun inputing 
pada aplikasi PUPNS.

Helmi mengatakan setiap PNS 
wajib melakukan pendaftaran ulang 
melalui aplikasi internet PUPNS 
yang berbasis website. Jika belum 
mendaftar ulang pada aplikasi tersebut, 
maka pelayanan kepegawaian dari 
BKN akan terganggu seperti proses 
kenaikan pangkat, proses pensiun, 
dan sebagainya. 

Kendala yang ada sekarang adalah 
kesulitan ketika akses ke aplikasi, 
sering terjadi kegagalan saat PNS 
akan melakukan pendaftaran/register 
ke laman aplikasi PUPNS. Hal ini 
sedang diperbaiki dengan menambah 
bandwith yang ada sehingga dalam 
satu saat bisa mengakomodasi 
sebanyak 50.000 pengunjung. 
Aplikasi ini pun akan dilakukan 
perbaikan secara terus menerus 
atau continous improvement agar 
pelayanan kepegawaian khususnya 
pendaftaran PUPNS secara elektronik 
berjalan lancarn

(Harry Jumpono K/Adi Sasongko)

BPKP Adakan Workshop PUPNS

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP - Ratna Tianti Ernawati (kiri) dan BKN - Helmi Wardhani
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Pemerintah seringkali menjadi kambing hitam segala 
permasalahan.  Kebakaran hutan, salahkan pemerintah. 
Krisis ekonomi salahkan pemerintah. Mengapa demikian? 

If I was down to the last 
marketing dollar I’d spend it 
on PR”. Benar atau tidaknya 
pernyataan tersebut terlontar 

dari mulut Bill Gates, pernyataan 
tersebut patut di-iyakan. Keengganan 
pemerintah untuk berbica membuat 
kritik dan propaganda negatif, 
bahkan predikat kambing hitam, 
dari masyarakat. Disinilah tantangan 
Government Public Relations (GPR) 
atau humas pemerintah.

Untuk diketahui, awal tahun 
2014 telah lahir Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Jabatan Fungsional 
Pranata Hubungan Masyarakat 
(JFPH) dan Angka Kreditnya. Selain 
itu, ada Peraturan Bersama Menteri 
Komunikasi dan Informatika dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PermenPAN-RB Nomor 
6 Tahun 2014. 

Selain payung hukum, JFPH 
sudah ada wadah-nya. Tanggal 27 
Agustus 2015 merupakan tanggal 
yang bersejarah bagi para pejabat 
fungsional pranata humas Indonesia 
karena pada tanggal inilah lahir 
suatu organisasi profesi JFPH yang 
bernamakan Ikatan Pranata Humas 
Indonesia (Iprahumas). Pejabat 
fungsional pranata humas pada 
tahun 2013 berjumlah 800 orang 
dan saat ini berjumlah 1029 orang. 
Sementara target yang ditetapkan 
KemenPAN-RB adalah 12000 orang. 
Kementerian Kominfo membutuhkan 
partner dalam hal sosialisasi, 
bimbingan teknis, dan sebagai sarana 
meningkatkan profesional individu. 
Kementerian Kominfo saat ini sudah 
menyiapkan sembilan belas regulasi 
JFPH dan akan melibatkan Iprahumas 
dalam menyempurnakan butir-butir 

kegiatan pranata humas.
Humas pemerintah tidak harus 

menunggu menjadi seideal Johan 
Budi ataupun Boy Rafli Amar untuk 
melakukan kegiatan pelayanan 
informasi dan kehumasan, yang 
meliputi perencanaan, pelayanan 
informasi dan kehumasan, hu
bungan eksternal dan internal, 
audit komunikasi kehumasan serta 
pengembangan pelayanan informasi 
dan kehumasan. Memang dua tokoh 
diatas adalah humas pemerintah yang 
terkenal gaungnya. Sosok humas 
pemerintah pada umumnya masih 
malu-malu, padahal sudah jelas, 
pemerintah concern dengan masalah 
komunikasi publik. 

Kondisi saat ini, beban dan 
tanggung jawab humas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya yang melekat 
secara institusi, bukan secara profesi. 
Hal ini sudah mencapai tingkat yang 
tidak dapat ditoleransi, sehingga 
mendorong humas pemerintah untuk 
memilih jalan solusi simptomatik, 
misalnya ketergantungan pada figur 
Jokowi-JK. Seharusnya, humas 
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pemerintah memecahkanya dengan 
menerapkan solusi yang mendasar 
yaitu reposisi optimalisasi humas 
pemerintah.

Keterbatasan dari humas peme
rintah ini memacu untuk mening
katkan kapasitas JFPH. Setidaknya, 
menurut Freddy Tulung, ada 
tiga arah kebijakan pembinaan 
JFPH. Pertama, meningkatkan 
kuantitas, kualitas, dan kapasitas 
pranata humas dalam menjalankan 
profesi melalui pembinaan. Kedua, 
mendorong keterlibatan aktif untuk 
peningkatan dan pengembangan 
profesi pranata humas dengan 
optimalisasi jaringan kerjasama dan 
dukungan pengambilan kebijakan. 
Terakhir, mengembangkan pende
katan komunikasi untuk mengem
bangkan profesi pranata humas.  

Humas harus memiliki spirit 
of entrepreneurship agar berbagai 
kiat taktis dan strategis yang 
digunakan benar-benar mampu 
mengatasi tantangan daripada 
hanya sekedar terpaku pada jalur 
birokrasi yang kaku dan kurang 
fleksibel dalam komunikasi pada 
publik, khususnya saat situasi 
sedang under pressure.

Perubahan Paradigma, Kontribusi 
Pranata Humas dalam Cyber-PR

Kenichi Ohmae dalam bukunya 
The Next Global Stage menyatakan, 
“Globalization is a fact. You can’t 
stop it; it has already happened; it 
is here to stay. And we are moving 
into a new global stage”

Terjadi pergeseran gaya hidup 
masyarakat. Televisi tetap dominan 
sebagai sumber berita massa. Internet 
membuat terciptanya publik aktif 
yang ikut membentuk pemberitaan 
dalam media.

Perubahan paradigma ini meng
haruskan humas pemerintah hijrah 
dari tradisional menjadi Cyber PR. 
Dari media massa tradisional ke 
media sosial atau media berbasis 
internet dengan dipayungi oleh etika 
ber-online. Komunikasi dilakukan 
dua arah dan berbasis relasi yang 

bernilai, bukan berbasis pengemasan 
citra. Tujuannya, mengembangkan 
partisipasi publik.

Menurut Plt Dirjen Informasi dan 
Komunikasi Publik Kementerian 
Kominfo Djoko Agung Hariadi, 
kontribusi pranata humas tradi
sional hanya tiga, media relations, 
protokoler, dan layanan langsung 
kepada stakeholder. Kini kontri
busi pranata humas dalam cyber PR 
menjadi lebih strategis antara lain 
menjaga identitas online, melakukan 
riset kualitatif dan kuantitatif, 
membuat event dan mengemas 
kesadaran akan isu, menggunakan 
praktik media relations practices 
untuk jangkau media, berhubungan 
dengan publik melalui dialog, 
mengembangkan relasi online, 
berkomunikasi dengan khalayak 
internal dan eksternal, bahkan 
melakukan crisis communication, 
crisis management, dan reputation 
management.

Dengan JFPH dan cyber PR 
ini diharapkan humas pemerintah 
Indonesia menjadi humas yang 
profesional yang selalu menge
depankan kompetensi dan me
ngoptimalkan perannya sebagai 
ujung tombak komunikasi peme
rintahn

(Ayu Isni Arum)Plt Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo - Djoko Agung Hariadi

Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari bersama Pranata Humas K/L mengomunikasikan program dan kinerja BPKP, Aula Gandhi 
BPKP, 8 Juli 2015



Warta Pengawasan
vol xxII/ Nomor 5/2015 31

warta daerah

Mewujudkan Nawa Cita 
ketiga yang berbunyi 
“ m e m b a n g u n 
Indonesia  dar i 

pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka 
NKRI”, salah satunya dapat dipenuhi 
melalui pelaksanaan amanat UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan peraturan pelaksanaannya, 
yaitu Pemerintah Desa dituntut 
untuk menjadi desa yang mandiri 
melalui alokasi keuangan desa. Guna 
memastikan pelaksanaan program-
program desa dan pengelolaan 
keuangannya tersebut mengacu pada 
tatakelola yang baik, perlu adanya 
pendampingan kepada aparatur desa 
dalam implementasinya.

Untuk mencapai hal tersebut, 
sesuai dengan arahan Presiden RI 
Joko Widodo pada acara Rakornas 
Pengawasan Intern Tahun 2015, 
harapan yang disampaikan oleh Komisi 
XI DPR RI dalam Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) dengan BPKP, dan 
rekomendasi Hasil Kajian KPK, 
BPKP melakukan pengawalan atas 
pengelolaan keuangan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa. Pengawalan 
yang dilakukan oleh BPKP tersebut 
bertujuan untuk memastikan seluruh 
ketentuan dan kebijakan dalam 
implementasi UU Desa khususnya 
keuangan desa dapat dilaksanakan 
dengan baik untuk seluruh tingkatan 
pemerintahan dan pemerintah 
desa dapat melaksanakan siklus 
pengelolaan keuangan desa secara 
akuntabel mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pela
poran, pertanggungjawaban dan 
pengawasan.

Setelah BPKP Pusat menerbitkan 
buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan 
dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan 
Desa dan peluncuran Aplikasi Sistem 
Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA 
Desa) pada 13 Juli lalu, Perwakilan 
BPKP di daerah langsung bergerak 
cepat melakukan pengawalan di 
provinsi masing-masing. Bentuk 
pengawalan Perwakilan BPKP di 
daerah yang telah dilakukan sampai 
dengan September 2015 antara lain, 
Bimbingan Teknis (Bimtek) dan 
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan 
Desa pada 8.812 Desa, bersama BPKP 

Pusat menyelenggarakan Seminar dan 
Lokakarya Keuangan Desa sebanyak 
17 Kali, melakukan kerjasama dengan 
Universitas/Perguruan Tinggi seperti 
Universitas.Sriwijaya, Universitas 
Bung Hatta Sumbar dan Universitas 
Bangka Belitung, Menyelenggarakan 
Diklat Pengelolaan keuangan Desa 
untuk BPD, kades dan Sekdes pada 124 
Desa, dan telah mengimplementasikan 
SIMDA Desa pada 60 Kabupaten/
Kota sebanyak 9.920 desa.

Setelah langkah-langkah di 
atas, Perwakilan BPKP juga akan 
melaksanakan beberapa kegiatan 
pengawalan lainnya, seperti penerapan 
SIMDA Desa secara Nasional melalui 
Kabupaten/Kota, Bimtek terhadap 
Inspektorat, Camat, Kades, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), 
Perangkat Desa dan Pendamping 
Desa, Piloting Desa sebagai desa 
percontohan, Perbaikan Regulasi 
Daerah, Pemetaan Desa berdasarkan 
Keuangan Desa, Inventarisasi Aset/
Kekayaan Milik Desa, serta pemberian 
masukan ke Pusat sebagai bahan 
perbaikan regulasin

(Betrika Oktaresa/Ary Siregar)
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Kepala Pusat Pembinaan JFA 

BPKP

Sri Penny Ratnasari

Plt. Kepala Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Pengawasan 

BPKP

Slamet Hariadi

Pertanyaan
Yang terhormat Kepala Pusbin JFA BPKP

Selamat siang Bu.
Sesuai jadwal yang kami dapatkan melalui internet 

bahwa diklat pembentukan auditor ahli akan dilaksanakan 
di Ciawi tanggal 15 Oktober sampai dengan 6 Nopember 
2015.

Apakah masih ada kesempatan utk pendaftaran? 
Jika masih,kami  ingin mendaftar sesuai persyaratan.
Demikian, Terima kasih atas perhatian ibu

Hormat Saya
Alberth K.Kawer

 Badan Pengawas Daerah Kabupaten Biak Nomfor
,Biak,  Provinsi Irian Jaya

Jawaban:
Kepada Yth Saudara Alberth K. Kawer
Di Badan Pengawas Daerah Kabupaten Biak Nomfor, 

Biak,  Provinsi Irian Jaya. Maaf, keinginan anda untuk 
mengikuti Diklat Pembentukan auditor ahli, tidak ada 
dapat terealisir pada tahun 2015. Karena unit kerja yang 
telah mendaftar terlebih dahulu, dan telah masuk daftar 
tunggu untuk ikut Diklat dimaksud,  per September 2015 
telah mencapai  818 orang. 

Perlu kami informasikan , apabila anda ingin 
mengikuti diklat pada tahun anggaran 2016, silahkan 
membuat surat permohonan mengikuti diklat dimaksud, 
kami tunggu surat permohonan tersebut paling lama 
akhir bulan Juni 2016.  

Salam kompak.
				    Kapusbin JFA

Pertanyaan
Selamat siang bu
Kami bertiga telah mendaftar sebagai  calon peserta 

diklat JFA auditor madya dari Inspektor Kabupaten 
Kediri atas nama Yudi Widyantoro, SH, MM, Mami 
Sutarmi, SE dan Sugiyono, S.Sos, MM, pada Pusdiklat 
BPKP Pusat pada tahun 2015. Mohon informasi kira-kira 
kapan kami bertiga dapat ikut diklat dimaksud.

Hormat kami,
Sugiyono, S.Sos, MM 

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kediri, 
Provinsi Jawa Timur

Jawaban
Yth Bapak Sugiyono, S.Sos, MM
Di Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kediri, Pro

vinsi Jawa Timur
Kami informasikan bahwa, tiga orang calon peserta 

diklat dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kediri, 
telah kami jadwalkan pada Diklat Sertifikasi Penjen­
jangan Auditor Madya pada tanggal 15 Oktober 2015 
sampai dengan  29 Oktober 2015.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan
Yth. Kepala Pusbin JFA BPKP
Selamat siang Bu
Sebelumnya saya haturkan permohonan maaf, saya 

Nasrullah, SE pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Banten. Bermaksud melayangkan pertanyaan 

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional 
Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini 

adalah Mbak Penny dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke 
warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi Warta Pengawasan
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kepada BPKP terkait dengan Diklat Fungsional untuk 
Auditor. untuk diketahui, saat ini saya berminat untuk 
menjadi Auditor di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Banten dengan kualifikasi pendidikan S1 Akuntansi 
dan saat ini sedang melanjutkan Magister Akuntansi. 
Demi mengoptimalkan kemampuan dalam hal kualifikasi 
dimaksud, bagaimana caranya saya untuk bisa mengikuti 
Diklat Fungsional Auditor, sedangkan usulan diklat 
dimaksud saat ini hanya diperuntukkan pada internal 
inspektorat dan terbatas pada kuota. Mohon bantuannya, 
dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Saya 
Nasrullah, SE.

Pemerintah Provinsi Banten 

Jawaban
Di Pemerintah Provinsi Banten
Saudara boleh mengikuti  diklat fungsional auditor,  

dengan syarat saudara diusulkan oleh unit kerja 
Inspektorat/ Inspektur Pemerintah Provinsi Banten. 
Demikian penjelasan dari kami.

				    Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan
Selamat pagi
Apakah sertifikat telah mengikuti Diklat dan sertifikat 

Lulus pembentukan auditor yang hilang/rusak bisa saya 
dapatkan kembali salinannya yang baru.

Terimakasih 
Hormat Kami

Munawar Faiza, SIP
Badan Pengawas Daerah Kota Lhok Seumawe 

(Kotif), 
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Jawaban
Yth Saudara Munawar Faiza, SIP
di Badan Pengawas Daerah Kota Lhok Seumawe 

Atas Sertifikat Lulus Ujian Setifikasi Auditor 
yang diterbitkan oleh BPKP, jika hilang atau rusak, 

dapat diberikan salinan berupa hardcopy atau softcopy 
dengan dilengkapi kolom tanda tangan legalisir 
yang menandakan bahwa salinan tersebut sesuai 
aslinya. Untuk memperoleh salinan tersebut, silahkan 
disampaikan pengajuan dari unit asal peserta Lulus 
USA dengan menyertakan informasi nama dan NIP 
serta alasan mengapa perlu diberikan salinan sertifikat 
atas nama yang bersangkutan.

Salam Kompak
Kapusbin JFA

Pertanyaan:
Yang terhormat Kepala Pusbin JFA BPKP
Saya Amir Mahmud dari Mahkamah Agung ingin 

mengajukan beberapa pertanyaan antara lain:
1. Untuk JFA pada peringkat kinerja menempati 

grade berapa untuk tiap – tiap tingkatan auditor.
2. Jika melihat tunjangan dari JFA untuk auditor 

terampil terlalu sedikit,  apakah dengan tunjangan 
seperti itu tidak berpotensi menimbulkan adanya 
praktik-praktik suap untuk pejabat auditor  di 
lapangan.

Hormat Kami
Amir mahmud 

Mahkamah Agung - Provinsi DKI Jakarta

Jawaban:
1. Grade peringkat kinerja untuk masing-masing 

tingkatan auditor, tidak sama di setiap instansi. 
Tergantung dari hasil penentuan kinerja yang 
dilakukan oleh KemenPAN dan RB. Sebagai 
contoh grade peringkat kinerja di BPKP dari 
grade 6 sampai dengan grade 14

2. Besarnya tunjangan dari JFA, sudah berdasarkan 
kajian atas beban kerja per peran auditor, yang 
dilakukan oleh BPKP, KemenPAN dan RB serta 
Kemen Keuangan. Selanjutnya dibahas oleh 
Kemen KumHAM untuk diterbitkan Perpres

Salam Kompak
Kapusbin JFA
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Banyak aspek yang 
menarik untuk dibahas 
jika berbicara mengenai 
media sosial, salah 

satunya adalah eksistensi media social 
dari perspektif organisasi. Media 
sosial bukan sebagai alat marketing, 
namun sebagai wadah bagi para 
pegawainya dalam bersosialisasi 
di dunia maya. Banyak pegawai 
yang belum menyadari adanya 
potensi bahaya yang mengancam 
organisasi mereka, jika media sosial 

tidak digunakan secara bijak dan 
bertanggung jawab.

Saat ini akun media social 
tidak lagi hanya merepresentasikan 
individu pemilik akun. Apapun yang 
anda posting di media sosial, pasti 
akan disangkut pautkan dengan 
organisasi atau pekerjaan yang 
anda lakukan saat ini. Keterpautan 
antara akun media sosial pribadi 
para individu dengan organisasi 
inilah yang membawa risiko-risiko 
baru bagi organisasi. Penggunaan 

media sosial, disadari atau tidak 
oleh pemilik akun akan memiliki 
implikasi terhadap organisasi yang 
terpaut dengan mereka, baik langsung 
maupun tidak langsung. Dampak 
tersebut memang bisa saja berupa 
dampak positif. Namun, dalam tulisan 
ini akan berfokus pada dampak 
negatif (risiko) yang mungkin terjadi 
dikarenakan ketidakdewasaan dalam 
bermedia sosial. Risiko-risiko yang 
muncul antara lain sebagai berikut:
1.  Risiko Reputasi
		 Reputasi dan merk merupakan 

aset yang dapat dimiliki oleh 
personal maupun organisasi. 
Aset-aset tersebut dapat hilang 
ataupun mendapatkan “cap” 
jelek hanya karena adanya 
publikasi melalui media sosial. 
Apa yang anda keluhkan di 
media sosial, semisal gaji 
minim atau konflik dengan 

M. Arief Fakhruddin

Pengguna media sosial di Indonesia mencapai tahap 
pertumbuhan yang sangat mengagumkan dari tahun ke 

tahun. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan 
oleh WeAreSocial, pengguna aktif internet di Indonesia 

pada tahun 2015 sudah mencapai 72,7 juta orang, 
dengan 72 juta diantaranya merupakan pengguna aktif 

media sosial. Dari jumlah tersebut, 62 juta penggunanya 
mengakses media sosial melalui perangkat mobile.
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rekan kerja maupun atasan, 
secara tidak langsung akan dapat 
memengaruhi reputasi tempat 
anda bekerja. Kemungkinan 
yang lebih buruk, anda dianggap 
mencemarkan nama baik 
organisasi atas apa yang anda 
keluhkan di media sosial.

2.  Risiko Privasi
		 Media sosial dirancang agar 

penggunanya merasa nyaman 
dan dapat membagi informasi 
apapun, ke siapapun, serta 
mendapatkan feedback yang 
cepat atas hal yang diinformasi
kan. Tidak menjadi masalah 
jika informasi yang disebarkan 
tidak terkait dengan informasi 
yang seharusnya hanya beredar 
di dalam lingkup organisasi, 
namun ketika informasi itu tidak 
dipilah dan disaring terlebih 
dahulu, apalagi menyangkut 
dengan informasi sensitif 
ataupun rahasia, hasilnya akan 
merugikan organisasi.

		 Sebagai pegawai dari suatu 
organisasi, salah satu kewajiban 
yang dimiliki adalah menjaga 
rahasia organisasi. Sebelum 
anda membagi informasi di 
media sosial, sebaiknya anda 
jawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut. Apakah hal-hal yang 
akan anda ungkapkan ke media 
sosial masuk ke dalam kategori 
informasi sensitif/rahasia orga
nisasi? Apakah informasi yang 
akan anda bagikan seharusnya 
hanya beredar di kalangan 
internal organisasi? Atau apakah 
ada kemungkinan dampak buruk 
jika anda membagi informasi 
tersebut di media sosial?
Jika jawaban dari tiga pertanyaan 

tersebut adalah ya, informasi yang 
akan anda bagikan termasuk 
dalam kategori rahasia, seharusnya 
hanya beredar di kalangan internal 
organisasi, dan akan berdampak 
buruk jika tersebar di media sosial, 
sebaiknya anda urungkan niat untuk 

menyebarkan informasi tersebut. Jika 
dirasa diperlukan, komunikasikan 
informasi tersebut dengan atasan, 
bagian-bagian yang berwenang 
ataupun saluran komunikasi yang 
sudah disediakan organisasi.

Berbagai masalah yang sering 
muncul sebagai imbas dari peng
gunaan media sosial disebabkan 
karena kurangnya kewaspadaan, 
kesadaran, dan kecermatan dalam 
membagi informasi melalui media 
sosial. Kurangnya kesadaran tersebut, 
senada dengan studi yang dilakukan 
oleh Deloitte TMT Global Security, 
yang menyatakan bahwa “lack 
of employee awareness is a top 
security vulnerability”. Mayoritas 
organisasi belum memerhatikan 
hal tersebut, padahal pegawai sama 
dengan pengguna media sosial 
lainnya, bebas untuk mengakses dan 
membagi informasi, serta menjaga 
relasi melalui media sosial.

Menurut survey yang dilakukan 
oleh Cisco pada tahun 2014, hampir 
seluruh pegawai memiliki perangkat 
mobile untuk mengakses media 
sosial, sehingga hampir mustahil 
penggunaan media sosial dilarang. 
Organisasi sebaiknya meminimalisir 
risiko dengan cara menyusun dan 
menerapkan tata kelola (social media 
governance), kebijakan maupun 
aturan mengenai media sosial, 
seperti misalnya mengatur mengenai 
informasi apa yang dapat dan tidak 
dapat dibagi melalui media sosial. 
Aturan dan kebijakan tersebut bukan 
berarti melarang pegawai untuk 
membagi informasi, menyampaikan 
pendapat, atau memberikan kritik. 
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Mengutarakan pendapat dibolehkan, 
bahkan kebebasan berpendapat 
dilindungi dengan undang-undang. 
Yang harus dibatasi bukan boleh atau 
tidaknya berpendapat, tetapi lebih 
kepada batasan, cara, dan sarana 
komunikasi untuk menyampaikan 
informasi, kritik, saran, dan 
rekomendasi kepada organisasi.

Selain itu, aturan dan kebijakan 
yang dibuat oleh organisasi dalam 
penggunaan media sosial, juga 
bertujuan untuk melindungi reputasi, 
informasi sensitif, dan kepentingan 
organisasi, serta untuk melindungi 
pegawai tersebut dari tuntutan hukum 
atas akibat dari tindakannya dalam 
menggunakan media sosial. 

Menurut PC World, dalam 
menyusun aturan dan kebijakan 
tata kelola media sosial, organisasi 
dapat mempertimbangkan empat hal 
berikut:
	1.	Kewaspadaan (awareness)
		 Kewaspadaan merupakan kom

ponen inti dari tata kelola media 
sosial untuk mengurangi risiko 
media sosial. Pegawai harus sadar 
dengan kewajiban, larangan, dan 
konsekuensi yang mungkin 
timbul atas apapun informasi 
yang mereka ungkapkan di 
media sosial. Pegawai dengan 
tingkat awareness tinggi akan 
cenderung untuk tidak mela
kukan hal-hal yang dapat me
rugikan perusahaan maupun 
dirinya sendiri melalui media 
sosial.

	2.	Kebijakan (policy)
		 Kebijakan mengenai media sosial 

dibuat untuk melindungi semua 
pihak dan untuk mengarahkan 

pegawai mengenai kewajiban, 
larangan, dan konsekuensi dalam 
menggunakan media sosial. 
Kebijakan yang dibuat oleh 
organisasi minimal mencakup 
definisi media sosial, klasifikasi 
informasi, hal-hal yang diper
bolehkan dan larangan dalam 
menggunakan media sosial, 
penjelasan mengenai hak atas 
kekayaan intelektual, dan konse
kuensi jika larangan-larangan 
dalam peraturan tersebut di
langgar.

	3.	E d u k a s i  d a n  P e l a t i h a n 
(Education and Training)

		 Tidak seluruh pegawai masuk 
kategori ahli (advance) dalam 
menggunakan media sosial, 
namun organisasi dapat me
ningkatkan kemampuan dan 
kewaspadaan pegawai melalui 
edukasi, memberikan fasilitas 
yang memadai, dan pelatihan 
agar pegawai menggunakan 
media sosial secara cerdas 
dan hati-hati. Melalui edukasi 
dan pelatihan, diharapkan 

pegawai semakin memahami 
kadar tanggung jawab terhadap 
informasi yang mereka tangani, 
meningkatkan awareness 
terhadap penggunaan media 
sosial, serta meminimalisir risiko 
penggunaan media sosial.

	4.	Monitoring dan Evaluasi 
(Monitoring and Evaluation)

		 Monitoring secara konsisten 
perlu dilakukan untuk menge
tahui bagaimana penerapan 
dan dampak yang ditimbulkan 
terhadap pegawai dan organisasi, 
serta untuk memastikan apa
kah seluruh pegawai menaati 
kebijakan yang telah disusun. 
Dari hasil monitoring, eva
luasi dilakukan untuk me
mantau apakah kebijakan 
yang disusun masih relevan 
dengan peraturan yang berlaku. 
Kebijakan juga perlu di update 
untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan situasi maupun 
kondisi  pegawai maupun 
organisasin

*)PFA pada Deputi Bidang Investigasi
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Rendahnya penyerapan 
anggaran ditengarai 
karena para birokrat 
terlalu hati-hati meng

gunakan anggaran, khawatir 
ancaman ‘kriminalisasi’ dalam pe
ngambilan kebijakan/keputusan. 
Para pengambil kebijakan ragu-ragu, 
jangan-jangan kebijakannya masuk 
kategori perbuatan melawan hukum 
dalam ranah pidana.

Secara sederhana, penyimpangan 
(melawan hukum) dapat dikate
gorikan menjadi 2 (dua): melawan 
hukum dalam lingkup hukum 
perdata (onrechtmatige daad) dan 

melawan hukum  dalam lingkup 
hukum pidana (wedderchtelijk heid). 
Satu lagi yang sering dimunculkan 
(disamaratakan) dalam berbagai 
pembahasan adalah melawan hukum 
dalam lingkup hukum administrasi.

Yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah semua perbuatan 
melawan hukum dan pelanggaran 
administratif atau perdata bisa diusut 
dan dikatagorikan sebagai tindak 
pidana (korupsi)?

Secara teori jawaban atas per
tanyaan tersebut sebenarnya 
mudah karena pembagiannya 
dan pengaturan masing-masing 

‘lapangan hukum’ tersebut berbeda 
dan sudah jelas.

Pertama, Perbuatan Melawan 
Hukum dalam Hukum Pidana. 
Dalam hukum pidana, untuk bisa 
dipidana, seseorang harus memenuhi 
unsur-unsur sebuah pasal yang 
didakwakan dan sesuai asas legalitas, 
pasal-pasal tersebut telah ada pada 
saat perbuatan dilakukan. Banyak 
ragam rumusannya, misalnya: 
“Setiap orang yang secara melawan 
hukum..”,  “Setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri 
..., menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan ...”, “...dengan sengaja 

Oleh: M.Muslihuddin

Belum lama ini Presiden Jokowi mengundang Aparat Penegak hukum, BPK dan BPKP serta 
berkoordinasi dengan Para Gubernur di Istana Bogor untuk membahas lambatnya penyerapan 

anggaran yang berpengaruh terhadap laju perekonomian.
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memalsu buku-buku atau daftar-
daftar...”, “Setiap gratifikasi ... 
dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya ...” 
atau frasa lain yang menggambarkan 
adanya pelanggaran.

Kedua, Perbuatan Melawan 
Hukum dalam Hukum Perdata. 
Rumusan perbuatan melawan 
hukum perdata terdapat dalam 
Pasal 1365 KUH perdata: “Setiap 
perbuatan melawan hukum yang 
menimbulkan kerugian pada orang 
lain, mewajibkan orang yang 
karena kesalahannya menyebabkan 
kerugian itu mengganti kerugian 
tersebut”. Pada umumnya doktrin 
ilmu hukum mengartikan melawan 
hukum dalam pasal tersebut sebagai 
bertentangan dengan ketentuan/
kewajiban hukum pelaku, hak 
pihak lain, kesusilaan dan kewajaran 
pada umumnya. Titik berat dari 
pasal tersebut sebenarnya adalah 
pada pemulihan kerugian yang 
ditimbulkan pelaku. Yang menderita 
kerugian dapat meminta penggantian 
kerugian yang disebabkan perbuatan 

salah pihak lain. Satu lagi perbuatan 
menyimpang dalam lapangan hukum 
perdata yang dapat merugikan pihak 
lain adalah apa yang sering disebut 
sebagai wanprestasi/cidera janji 
terkait tidak dipenuhinya suatu hal 
yang telah diperjanjikan sebelumnya.

K e t i g a ,  P e l a n g g a r a n 
Administratif. Jenis pelanggaran ini 
biasanya sudah disebutkan sebagai 
pelanggaran administratif dalam 
masing-masing peraturan yang 
mengatur masalah administrasi. 
Dengan merujuk pada UU UU 
Nomor 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (UU 
Adpem), Administrasi Pemerintahan 
didefinisikan sebagai tata laksana 
dalam pengambilan keputusan 
dan/atau tindakan oleh badan dan/
atau pejabat pemerintahan. UU ini 
menyebut pelanggaran administrasi 
dengan sebutan penyimpangan 
administrasi dan penyalahgunaan 
kewenangan (melampaui wewenang, 
mencampuradukkan wewenang 
dan/atau  bertindak sewenang-
wenang).  Pengawasan atas 

tindakan-tindakan birokrat tersebut 
dilakukan oleh Aparat Pengawasan 
Inten Pemerintah (APIP) dan hasil 
laporannya terdapat kesalahan atau 
tidak terdapat kesalahan (pasal 
20 UU Adpem) Sanksinyapun 
jelas-jelas disebut sebagai sanksi 
administratif. Meskipun disebutkan 
juga bisa dikenakan sanksi dalam 
bentuk lain (pasal 81 ayat (4)).

Sekali lagi secara definisi, ketiga 
lapangan hukum tersebut berbeda. 
Namun tidak demikian dalam 
prakteknya, diantara ketiganya bisa 
saling bersinggungan terutama bila 
berbicara penyimpangan yang masuk 
kategori melawan hukum secara 
pidana khususnya tindak pidana 
korupsi. Memang kebijakan atau 
perbuatan perdata serta administrasi 
tidaklah dapat dipidanakan. Sulit 
membuktikan sebuah kebijakan 
dimaksudkan untuk berbuat jahat, 
biasanya pada tataran pelaksanaan 
kebijakanlah bisa dibuktikan terjadi 
penyimpangan dengan maksud jahat. 
Demikian pula ikatan-ikatan perdata 
yang pakemnya sudah jelas, termasuk 
yang tertuang dalam bentuk kontrak, 
apabila terjadi penyimpangan yang 
menimbulkan kerugian ya cukup 
dipulihkan kerugian tersebut selesai 
masalahnya, tidak harus dibawa ke 
ranah pidana. Hal tersebut sesuai 
dengan semangat UU Adpem yang 
menghendaki APIP sebagai filter 
pertama untuk memisahkan mana 
perbuatan/kesalahan administrasi 
dan mana perbuatan non kesalahan 
administrasi (pasal 20) dan sesuai 
pula dengan pengaturan dalam pasal 
385 UU nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (UU 
Pemda).

Sesuai UU Adpem dan UU 
Pemda, APIP mempunyai peran 
yang menantang, sebagai penyaring 
awal sebelum seseorang dinyatakan 
salah atau sebelum APH masuk 
menyelidik dan menyidik kasusnya. 
Semacam “selesaikan dahulu, atau 
kami tangkap sekarang!”. Ketentuan 
tersebut mengamanatkan agar APH 
dan APIP bekerja sama bukan hanya 
di bidang penindakan namun lebih 
mendahulukan inisiatif preventif 
serta mengutamakan pemulihan 
kerugian keuangan negara. Hal yang 
sama pun berlaku untuk pengawas 
eksternal (BPK). UU nomor 15 tahun 
2004 menetukan bahwa tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK diselesaikan 
dalam waktu enam puluh hari dan 
bagi yang tidak menindaklanjuti 
dapat dikenai sanksi administratif 
(pasal 20). BPK melaporkan kepada 
instansi yang berwenang, apabila 
dalam pemeriksaan ditemukan unsur 
pidana (pasal 8 ayat (3) dan pasal 
14). Nampak dengan jelas semangat 
preventif dalam ketentuan-ketentuan 
di atas.

Dengan berlakunya UU Adpem 
dan UU Pemda yang memberikan 
peran lebih kepada APIP, apakah 
berarti risiko hukum yang bakal 
dihadapi APIP semakin bertambah? 
Sekilas: ya, namun sebenarnya 

secara hakiki: tidak. Yang membuat 
kita digugat pada dasarnya hanyalah 
2 (dua) hal. Pertama, ada yang ‘tidak 
beres’ dari pekerjaan (perbuatan 
hukum) kita; dan kedua, sebagian 
pihak mencoba mencari jalan untuk 
melepaskan diri dari keadaan hukum 
tertentu atau dalam bahasa lain 
berusaha memperjuangkan haknya.

Dengan meminjam bahasanya 
para lawyer, segala sesuatu ada jalan 
keluarnya, tidak ada yang no way 
out. Demikian juga dengan adanya 
‘ancaman’ gugatan kepada APIP, 
argumentasi utamanya sangatlah 
simpel: berdasarkan UU Adpem dan 
Peraturan MA nomor 4 tahun 2015, 
sumber utama masalah atau hal yang 
akan diuji adalah keputusan dan/
atau tindakan Pejabat Pemerintahan, 
bukan hasil pengawasan atas hal 

tersebut (lihat pasal 21 UU Adpem 
dan pasal 3, 4 (1) b dan c, 5 (3) b 
PERMA nomor 4 tahun 2015).

Disamping argumentasi tersebut, 
sederet argumentasi bisa dipaparkan, 
antara lain: Pengawasan dilakukan 
berdasarkan mandat/kewenangan, 
pengawasan dilakukan sesuai 
standar dan kode etik, pengawasan 
dilaksanakan sesuai penugasan 
instansi (bukan pribadi), hasil 
pengawasan ditujukan terbatas 
pada peminta,  berisi rekomendasi 
dan tidak dimaksudkan menyerang 
pihak tertentu, pengawasan dalam 
rangka melaksanakan kewajiban 
hukum atau perintah UU, dan 
sesuai UU Adpem tanggung jawab 
bantuan kedinasan ada pada peminta 
penugasan.

Kembali pada topik perbuatan 

Sesuai UU Adpem dan UU Pemda, APIP mempunyai peran yang 
menantang, sebagai penyaring awal sebelum seseorang dinyatakan 
salah atau sebelum APH masuk menyelidik dan menyidik kasusnya. 
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melawan hukum, secara tidak 
langsung ketentuan-ketentuan 
dalam UU Adpem, UU Pemda dan 
UU di bidang Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara melarang APH 
mencampuradukan antara perbuatan 
melawan hukum dengan perbuatan 
segi lain yang bisa jadi hanya 
adminitrasi, perdata atau wanprestasi. 
APIP juga harus mewaspadai hal 
tersebut, teliti dan cermat dalam 
mentransfer maksud/penugasan 
UU Adpem ke dalam terminologi 
audit, terutama mengenai ada atau 
tidaknya  ‘kesalahan’ dalam sebuah 
keputusan dan/atau tindakan Pejabat 
Pemerintahan. Dalam prakteknya 
batas antara korupsi dan 
kesalahan administrasi amat 
tipis. Seringkali perbuatan 
perdata atau administrasi 
berujung pada korupsi. 
Faktor pengetahuan para 
APH dan masuknya aspek 
politik dalam penegakan 
hukum semakin mengkaburkan 
pemisahan pidana dan adminitrasi 
atau perdata. Perbedaan mendasar 
antara  pidana dengan lainnya 
adalah pada adanya mens rea (sikap 
batin). Memang berbeda, terpisah 
antara lapangan-lapangan hukum 
di atas, namun perbuatan-perbuatan 
dalam lapangan hukum perdata 
dan administrasi dapat ‘dipakai’ 
sebagai sarana untuk melakukan 
kejahatan yang pada akhirnya 
merugikan keuangan negara. Letak 
benang merahnya adalah pada 
niat jahat, motif atau maksud dan 
tujuan perbuatan. Untuk menilai ada 
mens rea atau tidak, sepenuhnya 

merupakan kewenangan APH. 
Perdebatan dan usaha untuk tidak 
mencampuradukan antara tindak 
pidana dengan penyimpangan 
administrasi memang sebaiknya 
diselesaikan di tingkat awal sebagai 
diskresinya penyelidik/penyidik, 
karena begitu kasus dilimpahkan ke 
meja hijau ceritanya bisa panjang. 
Pada posisi ini APIP dan Pengawas 
eksternal juga bisa memainkan peran 
strategisnya. Begitu sudah sampai 
ke pengadilan, perbuatan dalam 
lapangan hukum administrasi atau 
perdata menjadi 
m u l t i 
t a f s i r , 

b i sa 
dianggap melawan 
hukum dalam ranah pidana. Sampai 
saat ini praktek pengadilan masih 
mengikuti yurisprudensi Mahkamah 
Agung yang menganut perbuatan 
melawan hukum dalam arti positif, 
perbuatan yang semula merupakan 
tindakan administrasi/perdata tapi 
dianggap tercela dan melanggar rasa 
keadilan masyarakat maka perbuatan 
tersebut dapat dikategorikan 
melawan hukum secara pidana dan 
oleh karenanya tetap dapat dipidana.

Sebagai simpulan, kriminalisasi 
perbuatan administrasi atau perdata 

dapat menyebabkan rendah
nya penyerapan anggaran yang 
berdampak pada lambatnya laju 
roda perekonomian. APIP dan 
terutama APH mengemban tugas 
mulia untuk tidak asal ‘mencocok-
cocokan’ perbuatan dengan pasal 
perundang-undangan. Pada sisi 
yang lain, dengan melihat publiasi 
terakhir Transparacy Internasional 
Indonesia (TII), Indeks Persepsi 
Korupsi (IPK) Indonesia masih 
kalah jika dibandingkan dengan 
negara tetangga Singapura, 
Taiwan, Malaysia, Philipina, dan 
Thailand. Pada tahun 2014 skor 
IPK kita memang meningkat 

menjadi 34 dibandingkan dua 
tahun sebelumnya dengan skor 
32. Jelas peningkatan yang 
belum signifikan. Berdasarkan 
data di atas, kita harus legowo 
mengakui bahwa korupsi masih 

dinobatkan menjadi musuh bersama. 
Korupsi yang tumbuh subur juga 
menghambat pertumbuhan ekonomi 
dan menghalangi tercapainya 
kesejahteraan rakyat. Dalam konteks 
demikian, kita harus berimbang 
memandang persoalan. Kriminalisasi 
perbuatan perdata atau administrasi 
memang dilarang, namun barang 
siapa melawan hukum, dengan niat 
jahat menguntungkan diri sendiri, 
apalagi dilakukan pada saat ekonomi 
sedang melambat atau krisis, dengan 
mengutip pasal 2 dan penjelasan UU 
nomor 31 tahun 1999, pidana mati 
dapat diterapkan. Naudzubillah, 
mari jaga lingkungan sekitar kitan

*) Penulis adalah Kabag Bantuan 
Hukum dan Penelaahan Hukum BPKP
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